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Skripsi ini membahas tentang penerapan akutansi berbasis akrual di 
Politeknik Kesehatan Makassar dengan tujuan mengetahui evaluasi dan tantangan 
Poltekkes Makassar dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual sebagai wujud 
pencapaian good governance. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 
Pemerintah Kota Makassar terkhusus bagi Poltekkes Makassar dalam menerapkan 
akuntansi berbasis akrual. 
Penelitian ini berlokasi di Politeknik Kesehatan yang berada di Kota 
Makassar dengan jenis penelitian kualitatif. Dalam mengumpulkan data tersebut 
menggunakan teknik wawancara, studi pustaka, studi dokumentasi, dan internet 
searching. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara turun 
langsung ke lokasi penelitian serta mengkajinya dengan kajian pustaka yang telah 
ada. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SAP berbasis akrual di 
Poltekkes Makassar sudah cukup efektif. Hal tersebut ditandai dengan 
penyusunan laporan keuangan yang telah sesuai dengan peraturan pemerintah 
nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. 
Tantangan pemerintah dalam menerapkan SAP berbasis akrual ditinjau dari sistem 
pengendalian internal yang diterapkan di instansi tersebut yaitu diantaranya 
lingkungan pengendalian yang mengatur tentang peningkatan kompetensi SDM 
khususnya dalam penerapan regulasi tersebut. Poltekkes telah mendukung 
perubahan SAP berbasis akrual dengan adanya regulasi yang jelas yakni sistem, 
prosedur, dan kebijakan akuntansi yang berhubungan dengan pengelolaan 
keuangan. Sistem akuntansi dan IT serta kelengkapan sarana dan prasarana sudah 
tersedia dan memadai. Saat ini Poltekkes menggunakan aplikasi dari kementerian 
keuangan dalam menunjang penerapan SAP berbasis akrual. Untuk memperkuat 
dan menunjang efektivitas penerapan SAP berbasis akrual, Politeknik Kesehatan 
Makassar melakukan pengawasan internal (monitoring) sebagai salah satu bagian 
dari kegiatan pengendalian internal yang berfungsi melakukan penilaian 
independen atas pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah, khususnya 
dalam penerapan PP No. 71 Tahun 2010. 




Reformasi pengelolaan keuangan negara telah dimulai sejak tahun 2003 
dan masih terus dilakukan secara berkelanjutan. Hal ini ditandai dengan 
munculnya undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara,  
undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, dan undang-
undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung 
jawab keuangan negara. Setelah undang-undang tersebut, selanjutnya 
bermunculan beberapa peraturan pemerintah yang pada intinya bertujuan untuk 
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, terutama yang berkaitan dengan 
masalah keuangan. 
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah suatu standar, pedoman-
pedoman, prinsip-prinsip yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan 
Pemerintah baik pusat maupun daerah.Sehingga, dengan adanya Standar 
Akuntansi ini maka setiap laporan keuangan pemerintah harus disusun 
berdasarkan standar ini.Laporan keuangan merupakan gambaran kinerja suatu 
pemerintahan selama satu periode tertentu untuk memberikan informasi tentang 
kondisi keuangan pemerintah tersebut.Informasi ini sangat berguna untuk pihak 
intern maupun ekstern. Pihak intern yang membutuhkan informasi ini adalah 
pemerintah itu sendiri yang digunakan untuk mengevaluasi kegiatan operasi yang 
telah berjalan selama satu periode, dan juga sebagai alat untuk analisis kegiatan 
dalam pengambilan keputusan masa yang akan datang. Pihak eksternal yang 
menggunakan informasi ini adalah Kreditur, Investor, Bank, Pemerintah dari 
daerah lain, ataupun pihak lain dari Negara asing untuk hal pinjaman luar negeri 
baik pusat maupun daerah (Simanihuruk, 2013: 10). 
Salah satu peraturan pemerintah tersebut adalah dengan menetapkan 
standar akuntansi pemerintah berbasis akrual yang ditetapkan dalam bentuk 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi 
Pemerintahan yang masih bersifat sementara. Hal ini sesuai dengan amanat yang 
tertuang dalam pasal 36 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa 
selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum 
dilaksanakan maka digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. 
Menurut PP No. 71 tahun 2010 ciri pokok dari perubahan tersebut adalah 
penggunaan basis akuntansi dari basis kas menjadi basis akrual. Akuntansi 
berbasis kas mengakui dan mencatat transaksi pada saat terjadinya penerimaan 
dan pengeluaran kas dan tidak mencatat aset dan kewajiban. Sedangkan basis 
akrual mengakui dan mencatat transaksi pada saat terjadinya transaksi (baik kas 
maupun non kas) dan mencatat aset dan kewajiban. Dengan ditetapkannya PP 
Nomor 71 Tahun 2010 maka penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis 
akrual telah mempunyai landasan hukum. Dan hal ini berarti juga bahwa 
pemerintah mempunyai kewajiban untuk dapat segera menerapkan SAP yang baru 
yaitu SAP berbasis akrual. 
Perubahan pemberlakuan akuntansi pemerintah menuju basis akrual akan 
membawa dampak/implikasi walau sekecil apapun. Perubahan menuju arah yang 
lebih baik ini bukan berarti hadir tanpa masalah. Pertanyaan pro-kontra mengenai 
siap dan tidak siapkah pemerintah daerah mengimplementasikan SAP berbasis 
akrual ini akan terus timbul. Penerapan SAP berbasis akrual harus dilakukan 
secara hati-hati dengan persiapan yang matang dan terstruktur terkait dengan 
peraturan, sistem informasi, sumber daya manusia, infrastruktur, dan komitmen. 
Kesuksesan penerapan SAP berbasis akrual sangat diperlukan sehingga 
pemerintah dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih transparan dan lebih 
akuntabel (Faradillah, 2013: 15). 
Salah satu tantangan yang mempengaruhi keberhasilan penerapan SAP 
berbasis akrual adalah tersedianya SDM yang kompeten dan andal di bidang 
akuntansi. Oleh karena itu pemerintah pusat dan daerah perlu secara serius 
menyusun perencanaan dan penempatan sumber daya manusia di bidang 
akuntansi pemerintahan. Faktor lain yang tidak kalah pentingnya adalah 
komitmen dari organisasi/instansi dalam hal ini yang berwenang dalam 
pengambilan keputusan adalah pemimpin organisasi/instansi itu sendiri. 
Dukungan yang kuat dari pimpinan merupakan kunci keberhasilan dari suatu 
perubahan. Salah satu penyebab kelemahan penyusunan laporan keuangan pada 
beberapa Kementerian/Lembaga adalah lemahnya komitmen pimpinan satuan 
kerja. Faktor selanjutnya adalah sarana pendukung berupa teknologi informasi 
berupa hardware dan software yang memadai dalam pelaksanaan SAP berbasis 
akrual (Dora, 2014: 11). 
Secara yuridis, keluarnya PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual mengubah haluan basis akuntansi 
pemerintahan Indonesia dari kas menuju akrual menjadi akrual penuh. Sesuai 
kesepakatan pemerintah dan DPR, implementasi basis akrual ini akan 
dilaksanakan secara bertahap hingga implementasinya penuh di tahun 2015. 
Penerapan sistem akuntansi berbasis akrual merupakan proses yang 
berkesinambungan dan terpadu. Dampak yang dihasilkan dari penerapan sistem 
ini tidak dapat dilihat dalam waktu singkat. Keberhasilan atau kegagalan 
penerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah tidak lepas dari peran satuan 
kerja dan pengaruh dari faktor-faktor yang ada pada instansi tersebut (Faradillah, 
2013: 16). 
Strategi implementasi SAP berbasis akrual pada laporan keuangan 
pemerintahan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu, cara pertama adalah dengan 
melakukan implementasi secara sekaligus (big bang) dimana SAP berbasis akrual 
secara sekaligus diterapkan di seluruh kementerian/lembaga, dan cara kedua 
adalah dengan melakukan implementasi secara bertahap, dimana implementasi 
SAP berbasis akrual diterapkan secara bertahap beriringan dengan penyiapan 
sumber daya manusia (SDM) dan segala perangkat yang dibutuhkan oleh setiap 
kementerian/lembaga pada saat semua kementerian atau lembaga harus 
menerapkan SAP berbasis akrual. Implementasi penuh akan diterapkan di semua 
kementerian/lembaga pada tahun 2015 (Peraturan Pemerintah, 2010). 
Berikut strategi penerapan SAP berbasis akrual secara bertahap (KSAP, 
2011): 
2010 
 penerbitan SAP berbasis akrual; 
 mengembangkan framework akuntansi berbasis akrual; 
 sosialisasi SAP berbasis akrual. 
2011 
 penyiapan aturan pelaksanaan dan kebijakan akuntansi; 
 pengembangan sistem akuntansi dan TI bagian pertama 
(proses bisnis dan detail requirement); 
 pengembangan kapasitas SDM. 
2012 
 pengembangan sistem akuntansi dan TI (lanjutan); 
 pengembangan kapasitas SDM. 
2013 
 ploting beberapa KL dan BUN; 
 review, evaluasi dan konsolidasi seluruh LK; 
 pengembangan kapasitas SDM (lanjutan). 
2014 
 parallel run dan konsolidasi seluruh LK; 
 review, evaluasi dan konsolidasi seluruh LK; 
 pengembangan kapasitas SDM (lanjutan). 
2015 
 implementasi penuh; 
 pengembangan kapasitas SDM (lanjutan). 
Tabel 1.1 
Penelitian mengenai Akuntansi akrual di Indonesia menunjukkan kesiapan 
pemerintah yang masih kurang atas penerapan Standar Akuntansi Pemerintah. 
Sementara penelitian sebelumnya di beberapa negara mengenai adopsi sistem 
akuntansi berbasis akrual pada 4 organisasi sektor publik, menyatakan bahwa 
implementasi dari sistem akuntansi berbasis akrual sering disertai dengan 
sejumlah besar kelemahan dan masalah (masalah akuntansi, sumber daya 
manusia, organisasi dan keuangan) yang menghambat atau menunda tingkat 
adopsi, sehingga transisi dari sistem akuntansi basis kas menuju basis akrual tidak 
akan terjadi secara cepat dan lengkap (Christiaens, 2001; Guthrie, 1998; Carlin 
and Guthrie, 2003; Hodges and Mellet, 2003; Brusca, 1997 dalam Kusuma, 2013: 
3-4).  
Terdapat alasan mengapa penelitian mengenai penerapan akuntansi akrual 
pada pemerintah ini perlu dilakukan, terutama karena konsep akuntansi akrual di 
lingkungan pemerintah masih sangat baru, dan juga amanat undang-undang agar 
pemerintah segera menggunakan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual, 
dan sepengetahuan peneliti, di Indonesia penelitian mengenai penerapan akuntansi 
akrual pada pemerintahan masih sangat kurang. Di sisi lain hasil penelitian 
sebelumnya mengenai akuntansi akrual di negara-negara lain belum menyediakan 
bukti yang cukup meyakinkan mengenai keberhasilan para pengadoopsi akuntansi 
akrual dalam meningkatkan akuntabilitas sektor publik (Cohen et al, 2007; 
Christians, 2001; Guthrie, 1998; Carlin and Guthrie, 2003; Hodges and Mellet, 
2003; Brusca, 1997 dalam Kusuma, 2013: 19). 
Penerapan sistem akuntansi berbasis akrual di pemerintahan menyajikan 
tantangan baru, untuk itu agar proses penerapannya dapat berjalan dengan baik, 
perlu dukungan dari sumber daya manusia yang meliputi pembuat dan pengguna 
informasi keuangan, sarana dan prasarana serta sistem informasi yang ada di 
pemerintahan (Faradillah, 2013: 15). 
Politeknik Kesehatan Makassar merupakan salah satu instansi pemerintah 
dibawah naungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesiadan dalam 
membiayai kegiatan dan pelaksaan tugasnya, Politeknik Kesehatan Makassar 
memperoleh alokasi dana dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan telah 
menerapkan PP No.71 tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual dalam penyajian 
laporannya, atas realisasi anggaran dimana laporan tersebut telah dilaporkan 
kepada Direktorat Jenderal Anggaran melalui situs Website: 
monev.anggaran.depkeu.go.id. 
Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti tertarik menganalisis Instansi 
Pemerintah khususnya pada Politeknik Kesehatan Makassar untuk mengetahui 
apakah SAP berbasis akrual ini sudah diterapkan dalam penyusunan laporan 
keuangannya.Selanjutnya, peneliti juga mengidentifikasi kemungkinan tantangan 
yang dihadapi. Oleh karena itu, judul yang diangkat dalam penelitian ini adalah 
“Evaluasi Penerapan PP No. 71 Tahun 2010 Tentang SAP Berbasis Akrual 
Dalam Penyajian Laporan Keuangan Politeknik Kesehatan Makassar”. 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
Fokus penelitian ini adalah penerapan PP No. 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual di salah satu Instansi 
Pemerintah yaitu Politeknik Kesehatan Makassar.Data-data pendukung dalam 
penelitian ini berupa laporan keuangan tahun 2014. 
Penelitian ini bermaksud untuk melakukan kajian secara mendalam, bukan 
untuk generalisasi.Adapun instansi yang dijadikan objek penelitian ini adalah 
Politeknik Kesehatan Makassar.Dipilihnya Politeknik Kesehatan Makassar ini 
dengan alasan bahwa Politeknik Kesehatan Makassar merupakan salah satu 
instansi pemerintah yang menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi 




C. Rumusan Masalah 
Kehadiran PP No. 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan 
berbasis akrual mewajibkan pemerintah daerah dan seluruh organisasi sektor 
publik untuk menerapkan laporan keuangan berbasis akrual pada tahun 2015 
ini.Oleh karena itu, perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian adalah 
sebagai berikut: 
1. Apakah penyajian laporan keuangan Poltekkes Makassar telah sesuai 
denganPP No. 71 Tahun 2010tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 
Berbasis Akrual ? 
2. Apa saja tantangan yang dihadapi Poltekkes Makassar dalam 
pengimplementasian PP No. 71 Tahun 2010, tentang Standar Akuntansi 
Pemerintahan Berbasis Akrual ? 
D. Kajian Pustaka 
Penelitian terdahulu yang dijadikan pijakan dalam penelitian ini adalah 
penelitian yang dilakukan oleh Novianti (2017), Eliada Herwiyanti, Sukirman, 
Fairuz Sufi Asiz (2017), Yeni Priatna Sari, Hetika, Nurul Mahmudah (2017), 
Sofia Dora (2014), Andi Faradillah (2013), Ririz Setiawati Kusuma (2013), Melly 
Heriawati Simanihuruk (2013), dan Muhamad Indra Yudha Kusuma (2013). 
Atilla Sandra Novianti (2017) melakukan penelitian untuk mengetahui 
penerapan standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual dalam 
menyajikan laporan keuangan pemerintah Kota Surabaya serta mengetahui 
hambatan dan kendala yang dialami Kota Surabaya dalam menyajikan laporan 
keuangan pemerintah yag berpedoman pada SAP berbasis akrual. Hasil penelitian 
tersebut adalah laporan keuangan pemerintah Kota Surabaya tahun 2015 da 2016 
sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang 
berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013. Kendala yang dihadapi pemerintah 
Kota Surabaya hanya dialami pada tahun 2015 yaitu terkait dengan mapping kode 
akun persediaan, perhitungan penyusutan dan amortisasi, perubahan sistem 
aplikasi akuntansi dan tenaga akuntan yang belum sepenuhnya memahami sistem 
akuntansi pemerintahan berbasis akrual.   
Eliada Herwiyanti, Sukirman, Fairuz Sufi Asiz (2017) melakukan 
penelitian dengan tujuan untuk mengetahuibagaimana kesiapan dan penerapan 
SAP Berbasis Akrual diInspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Hasil 
penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara umum, kesiapan Itjen Kemenkeu 
dalam menerapkan sistem akuntansi akrual sudah baik, mulai dari aspek 
komunikasi, sumber daya, komitmen organisasi, dan struktur birokrasi. Dengan 
kesiapan yang baik, penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa penerapan 
sistem akuntansi akrual di Itjen Kemenkeu sudah dilakukan dengan sangat 
memuaskan, yang ditunjukkan dengan nilai sebesar 93,40%. 
Yeni Priatna Sari, Hetika, Nurul Mahmudah (2017) melakukan penelitian 
dengan tujuan untuk menggali sejauh mana perkembangan penerapan PP No 
71/2010 yang telah diterapkan dalam proses akuntansi pada BLUD RSUD 
Kardinah Kota Tegal. Dikaitkan dengan adanya perubahan sistem akuntansi 
pemerintahan dari cash basis menuju accrual basis yang ditetapkan dengan PP No 
71 Tahun 2010.Hasil dari penelitian tersebut memperlihatkan bahwa RSUD 
Kardinah telah siap dan melaksanakan SAP berbasis akrual. Dilihat dari beberapa 
parameter seperti tingkat penerapan PP 71 Tahun 2010, kesiapan SDM, komitmen 
organisasi, komunikasi, kualitas sistem informasi akuntansi, kualitas pelaporan 
keuangan, kesiapan sarana prasaranadan dukungan konsultan terhadap 
pelaksanaan basis akrual. 
Sofia Dora (2014) melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui 
kesiapan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Medan yang diindikasikan 
dengan Komitmen, SDM, Sarana Prasarana, dan System Informasi, untuk 
mengetahui kendala dalam implementasi PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintah Berabsis Akrual dan untuk mengetahui model strategis 
implementasi PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintah 
Berbasis Akrual. Berdasarkan analisis data yang ia dapatkan maka dapat 
disimpulakan bahwa kesiapan BPKD Kota Medan yang diindikasikan dengan 
Komitmen, SDM, Sarana Prasarana, dan Sistem Informasi dilihat dari parameter 
integritas adalah kategori sangat siap dan untuk kesiapan SDM adalah siap, 
kesiapan Sistem Informasi dan Sarana Prasarana adalah kategori sangat siap. 
Selain itu di dalam penelitiannya disimpulkan bahwa model strategis akselerasi 
implementasi PP No 71 Tahun 2010 tentang SAP Berbasis Akrual antara lain : 
Pengembangan SAP Berbasis Akrual sesuai dengan kebutuhan, Penyusunan 
Buletin Teknis SAP Berbasis Akrual sesuai dengan kebutuhan Pengembangan 
SDM dibidang Pemerintahan. 
Andi Faradillah (2013) melakukan penelitian untuk mengetahui kesiapan 
pemerintah Kota Makassardalam menerapkan standar akuntansi pemerintahan 
berbasis akrual.Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kesiapan pemerintah 
Kota Makassar dalam implementasi standar akuntansi pemerintahan (SAP) 
berbasis akrual merupakan refleksi dari suatu formalitas.Hal tersebut didukung 
dengan adanya peraturan pemerintah yang mewajibkan untuk semua pemerintah 
daerah termasuk pemerintah Kota Makassar dalam menerapkan SAP berbasis 
akrual.Kompleksitas laporan keuangan menjadi faktor utama dalam sikap resisten 
pengelola keuangan pemerintah Kota Makassar dalam implementasi SAP berbasis 
akrual.Sedangkan, dari sisi budaya organisasi, pemerintah Kota Makassar 
diwajibkan menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. 
Ririz Setiawati Kusuma (2013) melakukan penelitian untuk mengetahui 
kesiapan Pemda Kabupaten Jember yang diindikasikan dengan komitmen, SDM, 
sarana prasarana dan sistem informasi; untuk mengetahui kendala dalam 
implementasi PP No 71 Tahun 2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintah 
(SAP) dan untuk mengetahui model strategis akselerasi implementasi PP No. 71 
Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Hasil penelitiannya 
menyimpulkan bahwa Berdasarkan analisis data sebelumnya maka kesiapan 
Pemda Kabupaten Jember yang diindikasikan dengan komitmen, SDM, sarana 
prasarana dan sistem informasi dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah 
Kabupaten Jember dilihat dari parameter integritas adalah kategori siap dan untuk 
kesiapan SDM, kesiapan sistem informasi dan sarana prasarana adalah kategori 
cukup siap. Kendala dalam implementasi PP No 71 Tahun 2010, tentang Standar 
Akuntansi Pemerintah (SAP) antara lain, sampai saat ini penyusunan LKPD 
masih dilakukan secara manual (excel) belum ada perangkat lunak khusus, jumlah 
SDM pelaksana secara kuantitas masihbelum cukup, kurangnya Bintek atau 
pelatihan, kurangnya sosialisasi, sarana dan prasarana sudah ada namun masih 
belum mencukupi. Model strategis akselerasi implementasi PP No. 71 Tahun 
2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) antara lain Pengembangan 
SAP Berbasis Akrual sesuai dengan kebutuhan, penyusunan Buletin Teknis SAP 
Berbasis Akrual sesuai dengan kebutuhan, Pengembangan SDM di Bidang 
Akuntansi Pemerintahan. 
Melly Heriawati Simanihuruk (2013) melakukan penelitian dengan 
menganalisis penyajian LRA Pemerintah Kota Medan untuk mengetahui 
Penerapan Basis Akuntansi, Karakteristik Kualitatif, Prinsip- Prinsip, Pengakuan 
dan Pengukuran dalam Penyajian Laporan Realisasi Anggaran sesuai dengan 
PSAP Nomor 02 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Setelah dilakukan 
analisis, maka kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitiannya adalah Penyajian 
Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Medan baik dilihat dari : 
1. Penerapan Basis Akuntansi, dimana basis yang digunakan basis kas; 
2. Karakteristik Kualitatif, dimana informasi yang digunakan relevan, andal, dapat 
dibandingkan dan dapat dipahami dalam memenuhi kualitas yang dikehendaki; 
3. Prinsip-Prinsip, dimana menggunakan basis akuntansi, nilai historis, realisasi, 
substansi mengungguli bentuk formal, periodisitas, konsistensi, pengungkapan 
lengkap dan penyajian wajar; 
4. Pengakuan, dimana pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan diakui pada 
saat kas diterima/dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah; 
5. Pengukuran, dimana pengukuran pos-pos LRA menggunakan mata uang rupiah 
sudah memadai dan telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi 
Pemerintahan Nomor 02 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. 
Muhamad Indra Yudha Kusuma (2013) melakukan penelitian untuk 
memberikan gambaran dan bukti empiris mengenai tingkat penerapan akuntansi 
akrual pada pemerintah khususnya pada tingkat satuan kerja dan menguji berbagai 
faktor yang ada pada satuan kerja tersebut mulai dari faktor sumber daya manusia, 
faktor organisasional dan faktor situasional lainnya yang diduga memiliki 
pengaruh terhadap tingkat penerapan akuntansi akrual. Dan hasil penelitiannya 
menunjukkan bahwa tingkat penerapan akuntansi akrual pada pemerintah masih 
sangat rendah.Secara khusus tingkat penerapan akuntansi akrual dipengaruhi 
secara signifikan oleh pelatihan staf keuangan.Namun, tidak terdapat pengaruh 
yang signifikan dari tingkat pendidikan staf, kualitas teknologi informasi, 
dukungan konsultan, pengalaman, latar belakang pendidikan pimpinan dan ukuran 
satuan kerja terhadap tingkat penerapan akuntansi akrual.  
E.Tujuan Penelitian 
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan 
sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui apakah Politeknik Kesehatan Makassar sudah menerapkan 
PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual dalam penyajian laporan 
keuangannya. 
2. Untuk mengetahui tantangan dalam pengimplementasian PP No. 71 Tahun 
2010 tentang SAP berbasis akrual di Politeknik Kesehatan Makassar. 
F.Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, antara lain: 
1. Manfaat Praktis 
Manfaat praktis penelitian ini adalah memberikan masukan atau bahan 
pertimbangan dalam penerapan PP No. 71 Tahun 2010 agar dapat menerapkan 
akuntansi pemerintahan berbasis akrual secara maksimal. Penelitian ini juga 
diharapkan dapat meminimalkan kesalahan dalam penyusunan laporan 
keuangan dengan adanya identifikasi tantangan yang dihadapi instansi 
pemerintah dalam menerapkan basis akrual. Secara umum juga diharapkan 
kualitas dan kuantitas laporan keuangan dalam instansi pemerintah akan 
meningkat. 
2. Manfaat Teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan 
standar akuntansi pemerintahan, khususnya mengenai basis akrual.Selain itu, 
manfaat penelitian ini adalah bagi peneliti dan orang-orang yang berminat 
mengkaji standar akuntansi pemerintahan, diharapkan penelitian ini dapat 








A. Landasan Teori 
1. Teori New Public Management (NPM) 
 Mulai tahun 1990-an ilmu administrasi publik mengenalkan paradigma 
baru yang sering disebut New Public Management (NPM) (Hood, 1991 dalam 
Kusuma, 2013). Walaupun juga disebut dengan nama lain misalnya 
Postbureaucratic Paradigm (Barzelay, 1992), dan Reinventing Government 
(Osborne dan Gaebler, 1992), tetapi secara umum disebut NPM karena berangkat 
dari gagasan Christopher Hood sebagai awal mula paradigma alternatif. 
Paradigma alternatif ini menekankan pada perubahan perilaku pemerintah menjadi 
lebih efektif dan efisien dengan prinsip The Invisible Hand-nya Adam Smith, 
yaitu mengurangi peran pemerintah, membuka peran swasta dan pemerintah lebih 
berfokus pada kepentingan publik yang lebih luas. 
NPM berakar dari teori manajemen yang beranggapan bahwa praktik 
bisnis komersial dan manajemen sektor swasta adalah lebih baik dibandingkan 
dengan praktik dan manajemen pada sektor publik. Oleh karena itu, untuk 
memperbaiki kinerja sektor publik, perlu diadopsi beberapa praktik dan teknik 
manajemen yang diterapkan di sektor swasta ke dalam sektor publik, seperti 
pengadopsian mekanisme pasar, kompetisi tender, dan privatisasi perusahaan-
perusahaan publik (Mardiasmo, 2002). 
Dengan adanya perubahan pada sektor publik tersebut, terjadi pula 
perubahan pada akuntansi sektor publik, yaitu perubahan sistem akuntansi dari 
akuntansi berbasis kas menjadi akuntansi berbasis akrual. Perubahan tersebut 
diperlukan karena sistem akuntansi berbasis kas dianggap saat ini tidak lagi 
memuaskan, terutama karena kekurangannya dalam menyajikan gambaran 
keuangan yang akurat dan dalam memberikan informasi manajemen yang berguna 
dan memadai untuk memfasilitasi perencanaan dan proses kinerja (Cohen et al, 
2007 dalam Kusuma, 2013). 
Menurut Christiaens dkk (2001; 2003) reformasi akuntansi pemerintahan 
sering menjadi langkah pertama reformasi pemerintah dan itulah sebabnya dapat 
dianggap sebagai kondisi yang penting dan prasayarat bagi keberhasilan reformasi 
pemerintah lainnya di bawah gelombang transformasi NPM, seperti reformasi 
organisasi dan manajerial. Oleh karena itu, penerapan yang efektif dan sukses dari 
reformasi akuntansi berperan penting dan dominan dalam penerapan dan 
keberhasilan praktik dan teknik NPM lain dalam organisasi publik. Tanpa 
implementasi yang memadai dan sukses, semua keuntungan, tujuan dan harapan 
reformasi akan hilang karena fakta bahwa sistem akuntansi yang baru tidak akan 
dapat memberikan informasi manajerial dan keuangan yang relevan dan akurat 
untuk mendukungnya (Christiaens dan Van Peteghem, 2003 dalam Kusuma, 
2013). 
Secara khusus, dalam literatur akuntansi sektor publik internasional, 
inisiatif akuntansi akrual diperkirakan memiliki sejumlah manfaat yang dapat 
dikelompokkan dan diringkas sebagai berikut: (i) memberikan gambaran yang 
jelas dari total biaya pemerintah, program kegiatan dan layanan yang diberikan; 
pengukuran yang lebih baik  untuk biaya dan pendapatan; peningkatan proses 
kontrol dan transparansi, (ii) fokus lebih besar pada output; fokus pada dampak 
jangka panjang dari keputusan, (iii) penggunaan yang lebih efisien dan efektif dan 
manajemen sumber daya dan akuntabilitas yang lebih besar, (iv) pengurangan dan 
pengukuran yang lebih baik dari pengeluaran publik, (v) pelaporan yang lebih 
baik dari posisi keuangan organisasi sektor publik, (vi) manajemen keuangan yang 
lebih baik; peningkatan pengukuran kinerja dan perbandingan yang lebih baik dari 
kinerja manajerial antar periode dan organisasi dengan menghitung indikator 
berdasarkan data keuangan dan operasional yang komprehensif dan konsisten, 
(vii) perencanaan yang lebih baik untuk kebutuhan dana masa depan; (ix) 
membantu dengan keputusan membuat/membeli atau menyewa/membeli, (x) 
keputusan lebih baik tentang kelayakan penyediaan layanan (Mellett, 2002; Cohan 
et al, 2007; Pessina and Steccolini, 2007; and International Federation of 
Accountant-Public Sector Committe, 2000 and 2002 dalam Kusuma, 2013). 
Menurut Pollitt (Kusuma, 2013) adopsi inovasi NPM dapat dikategorikan 
pada empat tahap yang berbeda: (1) pengungkapan, (2) keputusan, (3) praktik, dan 
(4) dampak dari perubahan. Penelitian ini berfokus pada tahap praktik di mana 
inovasi NPM secara teknis digunakan oleh organisasi sektor publik, termasuk 
faktor-faktor kontekstual dan organisasi yang dapat mempengaruhi penggunaan 
teknik-teknik baru dalam praktik. Dalam konteks NPM dan mengikuti contoh dari 
sejumlah negara lain di Eropa dan seluruh dunia, pemerintah Indonesia juga 
mengalami sejumlah perubahan akuntansi keuangan dan reformasi selama hampir 
satu dekade terakhir dalam rangka memenuhi tantangan globalisasi yan 
meningkat. 
Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan 
membandingkan secara obyektif adopsi dan implementasi aktual dari sistem 
akuntansi akrual pada pemerintah Indonesia dengan mengukur sejauh mana 
penerapan kauntansi akrual dan menguji dampak dari berbagai faktor yang 
berpotensi berpengaruh pada tingkat adopsi reformasi akuntansi akrual. 
2. Teori Kepatuhan (Compliance Theory) 
 Tuntutan akan kepatuhan terhadap penerapan akrual basis di setiap instansi 
pemerintah dalam menyajikan laporan keuangan diatur dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah 
Berbasis Akrual. Peraturan tersebut sesuai dengan teori kepatuhan (compliance 
theory) yang dikemukakan oleh Tyler (Saleh, 2004). 
Teori kepatuhan telah diteliti pada ilmu-ilmu sosial khususnya di bidang 
psikologis dan sosiologi yang lebih  menekankan pada pentingnya proses 
sosialisasi dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan seorang individu. Menurut 
Tyler (Saleh, 2004) terdapat dua perspektif dalam literatur sosiologi mengenai 
kepatuhan pada hukum, yang disebut instrumental dan normatif. 
Perspektif instrumental mengasumsikan individu secara utuh didorong 
oleh kepentingan pribadi dan tanggapan terhadap perubahan-perubahan yang 
berhubungan dengan perilaku. Perspektif normatif berhubungan dengan apa yang 
orang anggap sebagai moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi mereka. 
Dalam hal penerapan akrual basis dalam penyajian laporan keuangan di 
instansi pemerintah, perspektif instrumental menggambarkan bahwa insentif yang 
diperoleh instansi tersebut bila menyajikan laporan keuangan berbasis akrual yaitu 
respon baik publik terhadap instansi itu sendiri terkait akuntabilitas dalam 
program penganggaran oleh pemerintah. Sedangkan untuk perspektif yang kedua, 
seorang individu cenderung untuk mematuhi hukum dalam hal ini penerapan 
standar akuntansi pemerintah berbasis akrual karena dianggap  sebagai suatu 
keharusan, (normative commitment through legitimacy) dan karena otoritas 
penyusun ketentuan tersebut memiliki hak untuk mendikte perilaku. 
3. Teori Entitas (Entity Theory) 
 Dalam teori entitas yang dikemukakan oleh Paton (Suwardjono, 2005), 
dinyatakan bahwa organisasi dianggap sebagai suatu kesatuan atau badan usaha 
ekonomik yang berdiri sendiri, bertindak atas nama sendiri, dan kedudukannya 
terpisah dari pemilik atau pihak lain yang menanamkan dana dalam organisasi dan 
kesatuan ekonomik tersebut menjadi pusat perhatian atau sudut pandang 
akuntansi. Dari perspektif ini, akuntansi berkepentingan dengan pelaporan 
keuangan kesatuan usaha, bukan pemilik. Kesatuan usaha merupakan pusat 
pertanggungjawaban dan laporan keuangan merupakan medium 
pertanggungjawabannya. 
 Dalam mekanisme keuangan negara di Indonesia, teori ataupun konsep 
entitas telah diaplikasikan. Istilah entitas pelaporan masuk dalam khasanah 
perundang-undangan melalui penjelasan pasal 51 ayat (2) dan ayat (3) dari UU 
Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang berbunyi: tiap-tiap 
kementerian negara/lembaga merupakan entitas pelaporan yang tidak hanya wajib 
menyelenggarakan akuntansi, tetapi juga wajib menyampaikan laporan 
pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Berangkat dari ketentuan hukum 
di atas, maka dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dibakukan dan 
dipertegas eksistensi Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi, sebagai berikut: 
1. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih 
entitas akuntansi yang menurut ketentuan perundang-undangan wajib 
menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. 
2. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna 
barang, dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun 
laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. 
Satuan kerja sebagai unit pemerintahan yang menerima anggaran belanja 
atau mengelola barang merupakan entitas akuntansi yang wajib 
menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, dan secara periodik 
menyiapkan laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan 
keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang 
lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan. 
Setiap unit pemerintah dapat ditetapkan menjadi suatu entitas akuntansi 
apabila unit yang dimaksud mengelola anggaran sebagaimana yang dimaksud 
dalam PSAP 11 paragraf 15 yang mengatakan : 
”Entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan 
laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang 
ditujukan kepada entitas pelaporan” 
 
Dalam kaitannya dengan penelitian ini, satuan kerja sebagai entitas 
akuntansi dan faktor-faktor yang ada pada satuan kerja tersebut menjadi objek 
penelitian, mulai dari sumber daya manusia, keuangan dan faktor situasional 
lainnya. Hal tersebut menjadi menarik untuk diteliti, karena diharapkan dapat 
memberikan gambaran yang lebih nyata terkait kesuksesan dalam impelementasi 
akuntansi akrual pada akuntansi pemerintahan di Indonesia. 
3. Teori Keagenan (Agency Theory) 
Dalam teori keagenan, Jensen dan Meckling (Jensen, 1976)  
mendefinisikan hubungan keagenan sebagai sebuah kontrak dimana satu atau 
lebih (principal) menyewa orang lain (agent) untuk melakukan beberapa jasa 
untuk kepentingan mereka dengan mendelegasikan beberapa wewenang 
pembuatan keputusan kepada agen. Konflik kepentingan akan muncul dari 
pendelegasian tugas yang diberikan kepada agen dimana agen tidak dalam 
kepentingan untuk memaksimumkan kesejahteraan principal, tetapi mempunyai 
kecenderungan untuk mementingkan diri sendiri dengan mengorbankan 
kepentingan pemilik. 
Pada dasarnya organisasi sektor publik dibangun atas dasar agency theory. 
Diakui atau tidak pada pemerintahan terdapat hubungan dan masalah keagenan 
(Syukriy Abdullah, 2006). Menurut Lane (2003) teori keagenan dapat diterapkan 
dalam organisasi publik, ia menyatakan bahwa negara demokrasi modern 
didasarkan pada serangkaian hubungan prinsipal-agen. Hal yang sama 
dikemukakan oleh Moe (1984) yang menjelaskan konsep ekonomika organisasi 
sektor publik dengan menggunakan teori keagenan. Bergman dan Lane (1990) 
menyatakan bahwa kerangka hubungan prinsipal agen merupakan suatu 
pendekatan yang sangat penting untuk menganalisis komitmen-komitmen 
kebijakan publik. 
Dalam konteks organisasi sektor publik, Mardiasmo (2002) menjelaskan 
bahwa pengertian akuntabilitas sebagai kewajiban pemegang amanah 
(pemerintah) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, 
dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung 
jawabnya kepada pihak pemberi amanah (masyarakat) yang memiliki hak untuk 
meminta pertanggungjawaban tersebut. Pendapat Mardiasmo tentang akuntabilitas 
dalam konteks sektor publik mengandung arti bahwa dalam pengelolaan 
pemerintah daerah terdapat hubungan keagenan (teori keagenan) antara 
masyarakat sebagai principal dan pemerintah sebagai agent. 
Permasalahan yang berkaitan dengan kualitas laporan keuangan sering 
disebabkan oleh adanya benturan kepentingan manajemen dengan kepentingan 
stakeholder, namun seringkali manajemen bertindak untuk memaksimumkan 
kesejahteraan mereka dan mengamankan posisi mereka tanpa memandang bahaya 
yang ditimbulkan terhadap stakeholder baik para pengguna maupun pemeriksa 
laporan keuangan. 
Penggunaan basis akuntansi akrual diharapkan dapat meningkatkan 
akuntabilitas laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari agen 
kepada prinsipal. Dan dalam penelitian ini, satuan kerja merupakan agen yang 
mendapat mandat untuk menyampaikan laporan keuangan. Juga sesuai dengan 
amanat undang-undang bahwa laporan keuangan tersebut harus disusun 
berdasarkan basis akrual. Tingkat penerapan akuntansi akrual pada satuan kerja 
dapat menjadi salah satu tolok ukur dari pertanggungjawaban satuan kerja sebagai 
agen kepada masyarakat sebagai prinsipal. 
B. Standar Akuntansi Pemerintahan 
 1. Pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan 
 Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 pasal 1 ayat (3) 
tentang standar akuntansi pemerintahan, standar akuntansi pemerintahan yang 
selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan 
dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dapat 
disimpulkan bahwa SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan 
hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di 
Indonesia. 
Menurut Wijaya (2008), standar akuntansi pemerintahan (SAP) 
merupakan standar akuntansi pertama di Indonesia yang mengatur mengenai 
akuntansi pemerintahan Indonesia. Sehingga dengan adanya standar ini, maka 
laporan keuangan pemerintah yang merupakan hasil dari proses akuntansi 
diharapkan dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan 
stakeholders sehingga tercipta pengelolaan keuangan negara yang transparan dan 
akuntabel.  
Menurut Sinaga (2005) SAP merupakan pedoman untuk menyatukan 
persepsi antara penyusun, pengguna, dan auditor. Pemerintah pusat dan juga 
pemerintah daerah wajib menyajikan laporan keuangan sesuai dengan SAP. 
Pengguna laporan keuangan termasuk legislatif akan menggunakan SAP untuk 
memahami informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dan eksternal 
auditor (BPK) akan menggunakannya sebagai kriteria dalam pelaksanaan audit. 
Standar akuntansi pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi 
yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah 
dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi 
pemerintahan, serta peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah (KSAP, 
2005). 
Beberapa pengertian di atas dapat dinyatakan bahwa standar akuntansi 
pemerintahan merupakan acuan wajib dalam menyusun dan menyajikan laporan 
keuangan dalam pemerintahan, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah 
daerah dalam rangka mencapai transparansi dan akuntabilitas. Standar akuntansi 
pemerintahan dapat menjadi pedoman untuk menyatukan persepsi antara 
penyusun, pengguna, dan auditor. 
 
 
2. Pentingnya Standar Akuntansi Pemerintahan 
 Selama beberapa dasawarsa, akuntansi tradisional telah dipahami dan 
diajarkan sebagai seperangkat prosedur nasional yang dijalin untuk memenuhi 
sarana kebutuhan informasi yang berguna bagi pengendalian dan keputusan yang 
rasional. Jika kita mengkaji lebih jauh dan mendalam terhadap sumber dari ajaran 
Islam Al-Qur’an maka kita akan menemukan ayat-ayat maupun hadits-hadits yang 
membuktikan bahwa Islam juga membahas ilmu akuntansi. 
 Eksistensi akuntansi dalam Islam kaitannya dengan prinsip bermuamalah 
termasuk di dalamnya yang berkaitan dengan pencatatan, jual beli, utang piutang, 






 “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermua’malah tidak secara 
tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan 
hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. 
Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah 
mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis . . . ” (Departemen Agama 
RI, 2009: 48). 
  
 Dalam tafsir Al-Azhar ayat ini memerintahkan supaya perjanjian-
perjanjian yang diperbuat dengan persetujuan kedua belah pihak itu dituliskan 
dengan terang oleh penulis yang pandai dan bertanggung jawab. Dan, inilah 
uraian bunyi ayat satu demi satu (Prof. Dr. Hamka, 2015: 560-561): 
1. “Wahai, orang-orang yang beriman! Apabila kamu mengadakan suatu 
perikatan utang-piutang buat dipenuhi di suatu masa yang tertentu maka 
tuliskanlah dia.” (pangkal ayat 282). 
 Perhatikanlah tujuan ayat! Yaitu kepada sekalian orang yang beriman 
kepada Allah, supaya utang-piutang ditulis, itulah dia yang berbuat sesuatu 
pekerjaan “karena Allah”, karena perintah Allah dilaksanakan. Sebab itu, tidaklah 
layak, karena berbaik hati kedua belah pihak, lalu berkata tidak perlu dituliskan 
karena kita sudah percaya memercayai. Padahal umur kedua belah pihak sama-
sama di tangan Allah. Si Anu mati dalam berutang, tempat berutang menagih 
. . . 
kepada warisnya yang tinggal. Si waris bisa mengingkari utang itu karena tidak 
ada “surat perjanjian”. 
2. Perlunya seorang penulis. 
 “Hendaklah menulis di antara kamu seorang penulis dengan adil.” 
 Penulis yang tidak berpihak-pihak, yang mengetahui, menuliskan apa-apa 
yang minta dicatatkan oleh kedua belah pihak yang berjanji dengan selengkapnya. 
Kalau utang uang kontan, hendaklah sebutkan jumlah dengan terang dan kalau 
pakai agunan hendaklah tuliskan dengan jelas apa-apa barang yang digunakan itu. 
3. “Dan janganlah enggan seorang penulis menuliskan sebagaimana yang telah 
diajarkan akan dia oleh Allah.”  
 Kata-kata ini menunjukkan pula bahwa si penulis itu jangan semata-mata 
pandai menulis saja; selain dari adil, hendaklah ia mematuhi peraturan-peraturan 
Allah yang berkenaan dengan urusan utang-piutang. Misalnya tidak boleh ada 
riba, tetapi sangat dianjurkan ada qardhan hasanan, yaitu ganti kerugian yang 
layak. Seumpama hidup kita di zaman sekarang memakai uang kertas yang 
harganya tidak tetap, sehingga orang yang meminjamkan uang yang lamanya satu 
tahun, nyata sekali merugikan bagi yang meminjamkan. Niscaya si penulis ada 
juga hendaknya pengetahuan tentang hukum-hukum peraturan Allah. Sekali-kali 
tidak boleh si penulis itu enggan-enggan atau segan-segan menuliskan meskipun 
pada mulanya hal yang akan dituliskan ini kelihatannya kecil saja, padahal di 
belakang hari bisa menjadi perkara besar. “Maka hendaklah dia menuliskan.” 
Kata-kata ini sebagai ta’kid, menguatkan lagi perintah yang telah diuraikan diatas. 
 Dengan ini dapat disimpulkan bahwa telah adanya perintah melakukan 
sistem pencatatan yang tekanan utamanya adalah untuk tujuan kebenaran, 
kepastian, keterbukaan, dan keadilan antara kedua pihak yang memiliki hubungan 
muamalah. Dalam bahasa akuntansi lebih dikenal dengan accountability. Prinsip 
pertanggungjawaban (accountability) merupakan konsep yang tidak asing lagi di 
kalangan masyarakat muslim. Pertanggungjawaban selalu berkaitan dengan 
konsep amanah. Bagi kaum muslim, persoalan amanah merupakan hasil transaksi 
manusia dengan sang khaliq mulai dari alam kandungan. Manusia diciptakan oleh 
Allah sebagai khalifah di muka bumi. Manusia dibebani amanah oleh Allah untuk 
menjalankan fungsi-fungsi kekhalifahannya. Inti kekhalifahan adalah menjalankan 
atau menunaikan amanah (M. Quraish Shihab, 2002: 601-609). 
 Dalam dunia akuntansi, pengajaran Allah SWT tersebut telah diterapkan 
secara utuh. Sebagai sebuah disiplin ilmu, mengaplikasikan sebuah metode atau 
konsep adalah berangkat dari proses-proses eksperimen ilmiah. Begitu juga 
dengan akuntansi sebagai sebuah ilmu. 
 Hasil dari sebuah penelitian, pakar akuntansi Marcus Aurelius melaporkan 
bahwa, karakter ideal para akuntan adalah seseorang hendaknya berkepribadian 
jujur; bukan diperintahkan jujur. Pandangan Marcus tersebut menjadi nyata bahwa 
ajaran Al-Qur’an sangat memahami konsep sosial berdasarkan kebutuhan manusia 
(Pulungan, 1984). 
 Yang pada intinya banyak ayat Al-Qur’an yang menjelaskan tentang 
proses pertanggung jawaban manusia sebagai pelaku amanah Allah di muka bumi. 
Dan jika diimplikasikan dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang 
terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggung jawaban apa 
yang telah diamanatkan dan diperbuat kepada pihak-pihak terkait. Wujud 
pertanggung jawabannya biasanya dalam bentuk pelaporan akuntansi. 
 Hal serupa juga dijelaskan dalam Hadits Ibnu Majah-2356: 
 
Artinya: 
 Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Yusuf Al Jubairi dan 
Jamil bin Al Hasan Al Atiki keduanya berkata; telah menceritakan kepada 
kami Muhammad bin Marwan Al Ijli berkata, telah menceritakan kepada 
kami Abdul Malik bin An Nadlrah dari bapaknya dari Abu Sa’id Al 
Khudri ia berkata ketika ia membaca ayat ini: ‘Wahai orang-orang yang 
beriman, apabila kalian berhutang piutang untuk waktu tertentu, hendaklah 
kalian menuliskannya, hingga ayat: ‘Akan tetapi jika sebagian kalian 
percaya kepada sebagian yang lain’, ia mengatakan, “Ayat ini menghapus 
ayat yang sebelumnya.” (Muhammad Nas hiruddin Al Abani, 2011: 256). 
 
  Al-Qur’an dan Hadits mendorong manusia untuk membangun tatanan 
ekonomi yang menjalankan keadilan, menghentikan eksploitasi dan membangun 
masyarakat yang sejahtera serta berkecukupan. Singkatnya negara Islam yang 
benar-benar sejahtera. 
  Seiring dengan berkembangnya akuntansi di sektor komersil yang 
dipelopori dengan dikeluarkannya standar akuntansi keuangan oleh ikatan akuntan 
indonesia, kebutuhan standar akuntansi pemerintahan kembali menguat. Oleh 
karena itu, badan akuntansi keuangan negara (BAKUN), kementerian keuangan, 
mulai mengembangkan standar akuntansi. Seperti dalam organisasi komersial 
(commercial organization), para pengambil keputusan dalam organisasi 
pemerintah pun membutuhkan informasi untuk mengelola organisasinya. Selain 
sebagai dasar pengambilan keputusan, informasi juga dapat digunakan sebagai 
alat komunikasi dan pertanggung jawaban pengelolaan organisasi terhadap pihak 
lain (Siregar dan Siregar, 2001). Oleh karena itu, pemerintah memerlukan suatu 
standar akuntansi di bidangnya tersendiri dalam menjalankan aktivitas layanan 
kepada masyarakat luas. Dengan diterapkannya PP SAP maka seluruh instansi 
pemerintah telah memiliki suatu pedoman dalam penyusunan dan penyajian 
laporan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku secara internasional. 
Hal ini menandai dimulainya suatu era baru dalam pertanggung jawaban 
pelaksanaan APBN/APBD dalam rangka memenuhi prinsip transparansi dan 
akuntabilitas. 
  Menurut Nordiawan (2006), beberapa upaya untuk membuat sebuah 
standar yang relevan dengan praktik-praktik akuntansi di organisasi sektor publik 
telah dilakukan dengan baik oleh ikatan akuntansi indonesia (IAI) maupun oleh 
pemerintah sendiri. Diperlukannya paket standar akuntansi tersendiri karena 
adanya kekhususan yang signifikan antara organisasi sektor publik dengan 
perusahaan komersial, yang diantaranya adalah adanya kewajiban pertanggung 
jawaban kepada publik yang lebih besar atas penggunaan dana-dana yang 
dimiliki. 
  Mahsun dkk (2007) menyebutkan di Indonesia, berbagai organisasi 
termasuk dalam cakupan sektor publik antara lain pemerintah pusat, pemerintah 
daerah, organisasi bidang pendidikan, organisasi bidang kesehatan, dan 
organisasi-organisasi massa. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa 
pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, merupakan bagian 
dari organisasi sektor publik, sehingga diperlukan juga standar akuntansi 
tersendiri. 
  Untuk memecahkan berbagai kebutuhan yang muncul dalam pelaporan 
keuangan, akuntansi, dan audit di pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun 
pemerintah daerah di Republik Indonesia, diperlukan sebuah standar akuntansi 
pemerintahan yang kredibel yang dibentuk oleh sebuah komite SAP (Nordiawan 
dkk, 2007). 
3. Manfaat Standar Akuntansi Pemerintahan 
 SAP diterapkan di lingkup pemerintahan, baik di pemerintah pusat dan 
kementerian-kementeriannya maupun di pemerintah daerah (pemda) dan dinas-
dinasnya. Penerapan SAP diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas 
pelaporan keuangan di pemerintah pusat dan daerah. Ini berarti informasi 
keuangan pemerintahan akan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di 
pemerintahan dan juga terwujudnya transparansi, serta akuntabilitas. Menurut 
Fakhrurazi (2010) manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya standar akuntansi 
pemerintahan adalah laporan keuangan yang dihasilkan dapat memberikan 
informasi keuangan yang terbuka, jujur, dan menyeluruh kepada stakeholders. 
Selain itu, dalam lingkup manajemen dapat memudahkan fungsi perencanaan, 
pengelolaan dan pengendalian atas aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah. 
Manfaat selanjutnya adalah keseimbangan antargenerasi di mana dapat 
memberikan informasi mengenai kecukupan penerimaan pemerintah untuk 
membiayai seluruh pengeluaran dan apakah generasi yang akan datang ikut 
menanggung beban pengeluaran tersebut. Laporan keuangan yang dihasilkan juga 
dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan sumber 
daya dalam mencapai tujuan. 
4. Perkembangan Standar Akuntansi Pemerintahan 
 SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun 
dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian SAP merupakan 
persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan 
kualitas laporan keuangan di Indonesia (Peraturan Pemerintah RI no 24 tahun 
2005). 
 Untuk memecahkan berbagai kebutuhan yang muncul dalam pelaporan 
keuangan, akuntansi dan audit di pemerintahan,baik pemerintahan pusat maupun 
pemerintahan daerah di Republik Indonesia, diperlukan sebuah Standar Akuntansi 
Pemerintah (SAP) yang kredibel yang dibentuk oleh sebuah Komite SAP. Komite 
SAP bertugas menyiapkan penyusunan konsep Rancangan Peraturan Pemerintah 
tentang SAP sebagai prinsip-prinsip akuntansi yang wajib diterapkan dalam 
menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah 
daerah. KSAP bertujuan mengembangkan program-program pengembangan 
akuntabilitas dan manajemen keuangan pemerintahan, termasuk mengembangkan 
SAP (Kusuma, 2013). 
Komite SAP terdiri atas komite konsultatif dan komite kerja. Komite 
konsultatif bertugas memberi konsultasi dan atau pendapat dalam rangka 
perumusan konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang SAP. Komite kerja 
bertugas mempersiapkan, merumuskan, dan menyusun konsep Rancangan 
Peraturan Pemerintah tentang SAP, dan dalam melaksanakan tugasnya, dapat 
membentuk kelompok kerja. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, Komite SAP 
melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Menteri Keuangan. Komite SAP 
bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Keuangan (Kusuma, 2013). 
Dengan demikian, Komite SAP bertujuan mengembangkan program-
program pengembangan akuntabilitas dan manajemen keuangan pemerintahan, 
termasuk mengembangkan SAP dan mempromosikan penerapan standart tersebut. 
Dalam mencapai tujuan tersebut, SAP telah disusun dengan berorientasi pada 
IPSAS. Selain itu dalam penyusunannya, SAP juga telah diharmoniskan dengan 
Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar 
Akuntansi Keuangan IAI (KSAP, 2005). 
Dalam menyusun SAP, Komite SAP menggunakan materi yang 
diterbitkan oleh: 
a. International Federation of Accountant 
b. International Accounting Standards Committee 
c. International Monetary Fund 
d. IAI 
e. Financial Accounting Standards Board 
f. Govermental Accounting Standards Board 
g. Perundang-Undangan dan Peraturan Pemerintah lainnya yang berlaku 
di Republik Indonesia 
h. Organisasi profesional lainnya di berbagai Negara yang membidangi 
pelaporan keuangan, akuntansi, dan audit pemerintahan (KSAP, 2005). 
Pengembangan SAP mengacu pada praktik-praktik terbaik di tingkat 
internasional, dengan tetap mempertimbangkan kondisi di Indonesia, baik 
peraturan perundangan dan praktik-praktik akuntansi yang berlaku, maupun 
kondisi sumber daya manusia. Selain itu, strategi peningkatan kualitas pelaporan 
keuangan pemerintahan dilakukan dengan proses transisi menuju basis akrual 
(Kusuma, 2013). 
SAP diterapkan di lingkup pemerintahan, baik di pemerintahan pusat dan 
departemen-departemennya maupun di pemerintahan daerah dan dinas-dinasnya. 
Penerapan SAP diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan 
keuangan di pemerintahan pusat dan daerah. Ini berarti informasi keuangan 
pemerintahan akan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di pemerintahan 
dan juga terwujudnya transparasi serta akuntabilitas (Kusuma, 2013). 
Berikut adalah proses penyusunan SAP: 
a. Identifikasi topik. 
b. Konsultasi topik kepada komite pengarah. 
c. Pembentukan kelompok kerja. 
d. Riset terbatas oleh kelompok kerja 
e. Draf awal dari kelompok kerja. 
f. Pembahasan draf awal oleh komite kerja. 
g. Pengambilan keputusan oleh komite kerja. 
h. Pelaporan kepada komite pengarah dan persiapan atas draf publikasian 
i. Peluncuran draf publikasian. 
j. Dengar pendapat publik dan dengar pendapat terbatas. 
k. Pembahasan tanggapan dan masukan atas draf publikasian dari dengar 
pendapat. 
l. Permintaan pertimbangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 
m. Pembahasan tanggapan BPK. 
n. Finalisasi standar. 
o. Pemberlakuan standar. 
p. Sosialisasi awal standar. 
SAP terdiri atas sebuah kerangka konseptual dan 11 pernyataan, yaitu: 
a. PSAP 01 : Penyajian Laporan Keuangan 
b. PSAP 02 : Laporan Realisasi Anggaran 
c. PSAP 03 : Laporan Aliran Kas 
d. PSAP 04 : Catatan atas Laporan Keuangan 
e. PSAP 05 : Akuntansi persediaan 
f. PSAP 06 : Akuntansi Investasi 
g. PSAP 07 : Akuntansi Aset Tetap 
h. PSAP 08 : Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan 
i. PSAP 09 : Akuntansi Kewajiban 
j. PSAP 10 : Koreksi Kesalahan 
k. PSAP 11 : Laporan Keuangan Konsolidasian (Noerdiawan,2007). 
C. Basis Akuntansi Pemerintahan 
 Basis akuntansi merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang menentukan 
kapan pengaruh atas transaksi atau kejadian harus diakui untuk tujuan pelaporan 
keuangan. Basis akuntansi ini berhubungan dengan waktu kapan pengukuran 
dilakukan (Mustofa, 2008 dalam Kusuma, 2013). Basis akuntansi pada umumnya 
ada dua yaitu basis kas dan basis akrual. Namun terdapat modifikasi dari 
keduanya, yaitu basis kas dan basis akrual sama-sama digunakan dalam 
menyajikan laporan keuangan. 
1. Basis Akuntansi Kas (Cash Basis Of Accounting) 
Menurut Kieso dkk (2008) basis akuntansi kas murni dimana pendapatan 
hanya diakui pada saat kas diterima dan beban hanya diakui pada saat kas 
dibayarkan. Pada praktek akuntansi pemerintahan di Indonesia, basis kas 
digunakan untuk menyajikan Laporan Realisasi Anggaran yang berarti bahwa 
pendapatan diakui pada saat kas diterima oleh Rekening Kas Umum 
Negara/Daerah, dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas 
Umum Negara/Daerah. 
Akuntansi berbasis kas ini tentu memiliki kelebihan dan keterbatasan. 
Kelebihan-kelebihan akuntansi berbasis kas adalah laporan keuangan berbasis kas 
memperlihatkan sumber dana, alokasi, dan penggunaan sumber-sumber kas, 
mudah untuk dimengerti dan dijelaskan, pembuat laporan keuangan tidak 
membutuhkan pengetahuan yang mendetail tentang akuntansi dan tidak 
memerlukan pertimbangan ketika menentukan jumlah arus kas dalam suatu 
periode. Sementara itu keterbatasan akuntansi berbasis kas adalah hanya 
memfokuskan pada arus kas dalam periode pelaporan berjalan, dan mengabaikan 
arus sumber daya lain yang mungkin berpengaruh pada kemampuan pemerintah 
untuk menyediakan barang-barang dan jasa-jasa saat sekarang dan saat 
mendatang, laporan posisi keuangann (neraca) tidak dapat disajikan karena tidak 
terdapat pencatatan secara double entry, tidak dapat menyediakan informasi 
mengenai biaya pelayanan (cost of service) sebagai alat untuk penetapan harga 
(pricing), kebijakan kontrak publik, untuk kontrol dan evaluasi kinerja (Mustofa, 
2008 dalam Kusuma, 2013). 
2. Basis Akuntansi Akrual (Accrual Basis of Accounting) 
Menurut Kieso dkk (2008) basis akuntansi akrual (accrual basis of 
accounting) dimana pendapatan diakui pada saat dihasilkan dan beban diakui pada 
periode terjadinya, tanpa memperhatikan waktu penerimaan atau pembayaran kas. 
Pada praktek akuntansi pemerintahan di Indonesia, basis akrual digunakan untuk 
menyajikan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Aset diakui saat telah diterima atau 
diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. 
Sedangkan kewajiban diakui saat dana pinjaman diterima dan atau pada saat 
kewajiban timbul. 
Basis akrual menyediakan informasi yang paling komprehensif karena 
seluruh arus sumber daya dicatat,termasuk transaksi internal dan arus ekonomi 
lainnya. Secara sederhana, dikatakan bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual 
ditujukan untuk mengatasi ketidakcukupan basis kas untuk memberikan data yang 
lebih akurat (Kieso dkk, 2008). 
Heather Thompson dalam Bambang Widjajarso (2008) menyampaikan 
beberapa tujuan penggunaan basis akrual yakni sebagai berikut: 
1) Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem keuangan dalam 
sektor publik. 
2) Untuk meningkatkan pengendalian fiskal, manajemen aset dan budaya 
sektor publik. 
3) Untuk meningkatkan akuntabilitas dalam program penyediaan barang 
dan jasa oleh pemerintah. 
4) Menyediakan informasi yang lebih lengkap bagi pemerintah untuk 
mengambil keputusan. 
5)    Untuk mereformasi sistem anggaran belanja. 
6) Untuk mencapai tramsparasi yang lebih luas atas biaya pelayanan 
yang dilakukan oleh pemerintah. 
Dengan demikian, tujuan penerapan basis akuntansi akrual pada dasarnya 
untuk memperoleh informasi yang tepat atas jasa yang diberikan pemerintah 
dengan lebih transparan. Tujuan penerapan basis akrual lainnya adalah untuk 
meningkatkan kualitas pengambilan keputusan pemerintah. Negara yang 
menerapkan basis akuntansi akrual, yang mensyaratkan pada manajernya 
bertanggungjawab atas seluruh biaya yang diproduksi, bukan hanya nilai kas yang 
dibayarkan. Ringkasnya, ketika para manajer diberikan fleksibilitas dalam 
mengelola sumber daya yang dipercayakan, mereka berkepentingan untuk 
menyediakan informasi yang akurat seperti itu. Hanya dengan basis akrual,biaya 
yang sebenarnya dapat diinformasikan dan hal ini akan mendukung pengambilan 
keputusan yang efektif dan efisien (Widjajarso, 2009). 
Manfaat-manfaat penerapan basis akrual menurut H Thompson dalam 
Bambang Widjajarso (2008), akan mencakup hal-hal seperti: 
a. Menyediakan gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintah. 
b. Menunjukkan bagaimana aktifitas pemerintah dibiayai dan bagaimana 
pemerintah dapat memenuhi kebutuhan kasnya. 
c. Menyediakan informasi yang berguna tentang tingkat yang sebenarnya 
kewajiban pemerintah. 
d. Meningkatkan daya pengelolaan aset dan kewajiban pemerintah. 
e. Basis akrual sangat familiar pada lebih banyak orang dan lebih 
komprehensif dalam penyajian informasinya. 
Lebih lanjut, di dalam study no 14 yang diterbitkan oleh IFAC- Public 
Sector Committee (2003) dalam Mulyana (2009), manfaat penggunaan basis 
akrual dapat diuraikan berikut ini. Laporan keuangan yang disajikan dengan basis 
akrual memungkinkan pengguna laporan untuk: 
a. Menilai akuntabilitas pengelolaan seluruh sumber daya oleh suatu 
entitas. 
b. Menilai kinerja, posisi keuangan dan arus kas dari suatu entitas, dan 
c. Pengambilan keputusan mengenai penyediaann sumber daya kepada, 
atau melakukan bisnis dengan suatu entitas. 
Pada level yang lebih detil,pelaporan dengan basis akrual (Mulyana, 
2009): 
a. Menunjukkan bagaimana pemerintah membiayai aktivitas-aktivitasnya 
dan memenuhi kebutuhan dananya. 
b. Memungkinkan pengguna laporan untuk mengevaluasi kemampuan 
pemerintah saat ini untuk membiayai aktivitas-aktivitasnya dan untuk 
memenuhi kewajiban-kewajiban dan komitmennya. 
c. Menunjukkan posisi keuangan pemerintah dan perubahan posisi 
keuangannya. 
d. Memberikan kesempatan pada pemerintah untuk menunjukkan 
keberhasilan pengelolaan sumber daya yang dikelolanya, dan 
e. Bermanfaat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi 
dan efektivitas penggunaan sumber daya. 
Dengan demikian, alasan-alasan penggunaan basis akrual diantaranya 
adalah sebagai berikut: 
a. Akuntansi berbasis kas tidak menghasilkan informasi yang cukup untuk 
pengambilan keputusan ekonomi misalnya informasi tentang hutang 
dan piutang, sehingga penggunaan basis akrual sangat disarankan. 
b. Hanya akuntansi berbasis akrual menyediakan informasi yang tepat 
untuk menggambarkan biaya operasi yang sebenarnya. 
c. Hanya akuntansi berbasis akrual yang dapat menghasilkan informasi 
yang dapat diandalkan dalam informasi aset dan kewajiban (Mulyana, 
2009). 
 
3. Basis Kas Menuju Akrual (PP No. 24 tahun 2005) 
Kieso dkk (2008) mengemukakan definisi dasar kas yang telah 
dimodifikasi (modified cash basis) adalah campuran antara dasar kas dengan dasar 
akrual. Dalam standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan PP No 24 
tahun 2005, basis akuntansi yang digunakan pemerintah menggunakan basis 
modifikasi kas menuju akrual (cash toward accrual). Dalam kerangka konseptual 
akuntansi pemerintahan dalam PP 24/2005, basis akuntansi yang digunakan 
adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan,belanja dan pembiayaan dalam 
Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset,kewajiban dan 
ekuitas dalam neraca. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa 
pendapatan diakui pada saat kas diterima di rekening kas umum Negara/Daerah 
atau oleh entitas pelaporan dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari 
rekening kas umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Basis akrual untuk 
neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dan diakui dan dicatat pada saat 
terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh 
pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima 
atau dibayar. 
Krisis ekonomi Indonesia tahun 1997, diikuti oleh era reformasi tahun 
1998, pelaksanaan otonomi daerah tahun 1999 sering disebut-sebut sebagai 
pemicu dari reformasi keuangan dan akuntansi pemerintahan. Mahmudi dalam 
Kusuma (2013) menyebutkan bahwa perjalanan manajemen keuangan 
Negara/Daerah di Indonesia dapat dibagi dalam tiga fase yaitu: 1) era sebelum 
otonomi daerah, 2) era transisi otonomi (reformasi tahap 1) dan 3) era 
pascatransisi (reformasi tahap 2). 
Lebih spesifik, Simanjuntak (2010) menyebutkan beberapa faktor penting 
yang menjadi pendorong tumbuh pesatnya akuntansi pemerintahan di Indonesia 
adalah : 
a. Ditetapkannya tiga paket UU yang mengatur Keuangan Negara Pasal 32 (1) UU 
No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa laporan 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan yang 
disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. 
b. Ditetapkannya UU tentang pemerintahan daerah dan UU tentang perimbangan 
antara keuangan pemerintah pusat dan daerah. Pasal 184 ayat (1) UU No 32 
tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah meneyebutkan bahwa laporan 
keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi 
Pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 
c. Profesi Akuntansi. Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) telah lama menginginkan 
adanya standar akuntansi di sektor publik sebagai hal yang pararel dengan telah 
adanya lebih dahulu standar akuntansi di sektor komersil. 
d. Birokrasi. Pemerintahan merupakan penyusun sekaligus pemakai yang sangat 
berkepentingan akan adanya suatu akuntansi pemerintahan yang handal. 
Dengan diundangkannya tiga paket keuangan Negara maupun undang-undang 
yang terkait dengan pemerintahan daerah mendorong instansi pemerintah baik 
pusat maupun daerah untuk secara serius menyiapkan sumber daya dalam 
pengembanganan dan penyusunan laporan keuangan pemerintah. 
e. Masyarakat (LSM dan wakil rakyat). Masyarakat melalui LSM dan wakil 
rakyat di DPR,DPD, dan DPRD juga menaruh perhataian terhadap praktik 
good governance pada pemerintahan di Indonesia. 
f. Sektor Swasta. Perhatian dari sektor swasta mungkin tidak terlalu signifikan 
karena akuntansi pemerintahan tidak terlalu berdampak secara langsung atas 
kegiatan dari sektor swasta. Namun, penggunaan teknologi informasi dan 
pengembangan sistem informasi berbasis akuntansi akan mendorong sebagian 
pelaku bisnis di sektor swasta untuk ikut menekuninya. 
g. Akademisi. Akademisi terutama di sektor akuntansi menaruh perhatian yang 
cukup besar. Atas perkembangan pengetahuan di bidang akuntansi 
pemerintahan. Perhatian ini sangat erat kaitanya dengan penyiapan SDM yang 
menguasai kemampuan di bidang akuntansi pemerintahan untuk memenuhi 
kebutuhan tenaga operasional dan manajer akuntansi di pemerintahan. 
h. Dunia Internasional (lender dan investor). World Bank, ADB, dan JBIC 
merupakan lembaga internasional (lender), yang ikut berkepentingan untuk 
berkembangnya akuntansi sektor publik yang baik di Indonesia. Perkembangan 
akuntansi tadi diharapakan dapat meningkatkan transparasi dan akuntabilitas 
dari proyek pembangunan yang didanai oleh lembaga tersebut. 
i. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). UU No. 17 tahun 2003 UU No. 15 tahun 
2004 menyebutkan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan APBD 
diperiksa oleh BPK. Untuk dapat memberikan opininya, BPK memerlukan 
suatu standar akuntansi pemerintahan yang diterima secara umum. 
j. Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan. APIP yang meliputi Bawasda, Irjen, 
dan BPKP merupakan auditor intern pemerintah yang berperan untuk mem 
bantu pimpinan untuk terwujudnya sistem pengendalian intern yang baik 
sehingga dapat mendorong peningkatan kinerja instansi pemerintah sekaligus 
mencegah praktik-praktik KKN. Akuntansi pemerintahan sangat erat kaitan 
dan dampaknya terhadap sistem pengendalian intern sehingga auditor intern 
mau tidak mau harus memiliki kemampuan di bidang akuntansi pemerintahan 
sehingga dapat berperan untuk mendorong penerapan akuntansi pemerintahan 
yang sedang dikembangkan. Setelah paket perundangan keuangan Negara 
diundangkan, langkah panjang reformasi masih terus bergulir untuk tahap 
penerapan. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 
2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang mewajibkan laporan 
keuangan tahun anggaran 2005 disusun berdasarkan Standar Akuntansi 
Pemerintahan yang secara garis besar terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, 
Neraca, Laporan Arus Kas serta Catatan atas laporan Keuangan, yang dikenal 
sebagai basis kas menuju akrual. 
D. Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (PP No. 71 Tahun 2010) 
Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia 
dewasa ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga 
publik, baik di pusat maupun di daerah. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai 
bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan 
pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah 
ditetapkan sebelumnya melalui suatu media pertanggungjawaban yang 
dilaksanakan secara periodik (Stanbury,2003) dalam Mardiasmo (2006). 
Disamping itu, amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 
2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 36 ayat (1) yang berbunyi sebagai 
berikut: 
“ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja 
berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13, 14, 15, 
dan 16 Undang-Undang ini dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 
(lima) tahun. Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja 
berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan 
pengukuran berbasis kas.”  
 
Karena hal-hal tersebutlah, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 
(KSAP) menyusun Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual. 
Dalam wacana akuntansi, secara konseptual akuntansi berbasis akrual dipercaya 
dapat menghasilkan informasi yang lebih akuntabel dan transparan dibandingkan 
dengan akuntansi berbasis kas. Akuntansi berbasis akrual mampu mendukung 
terlaksananya perhitungan biaya pelayanan publik dengan lebih wajar. Nilai yang 
dihasilkan mencakup seluruh beban yang terjadi, tidak hanya jumlah yang telah 
dibayarkan. Dengan memasukkan seluruh beban, baik yang sudah dibayar 
maupun yang belum dibayar, akuntansi berbasis akrual dapat menyediakan 
pengukuran yang lebih baik, pengakuan yang tepat waktu, dan pengungkapan 
kewajiban di masa mendatang. 
Dalam rangka pengukuran kinerja, informasi berbasis akrual dapat 
menyediakan informasi mengenai penggunaan sumber daya ekonomi yang 
sebenarnya. Oleh karena itu, akuntansi berbasis akrual merupakan salah satu 
sarana pendukung yang diperlukan dalam rangka transparasi dan akuntabilitas 
pemerintah (KSAP,2006). 
1. Komponen Laporan Keuangan dalam PP No. 71 tahun 2010 
Perbedaan komponen laporan keuangan antara PP 24/2005 dengan PP 
71/2010 tampak pada Tabel 2.1. 
PP 24/2005 PP 71/2010 
Komponen Laporan Keuangan 
Pokok: 
1. Neraca 
2. Laporan Realisasi Anggaran 
3. Laporan Arus Kas 
4. Catatan ataas Laporan Keuangan 
Laporan yang bersifat optional: 
1. Laporan Kinerja Keuangan (LKK) 
2. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) 
  
 
Komponen Laporan Keuangan 
Pokok : 
A. Laporan Anggaran 
1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran 
Lebih (SAL) 
B. Laporan Finansial 
1. Neraca 
2. Laporan Operasional (LO) 
3. Laporan Arus Kas (LAK) 
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) 
C. Catatan atas Laporan Keuangan 
Sumber : PP No. 71 tahun 2010 
 Laporan keuangan pemerintah yang berbeda dengan PP 24/2005 (PP No. 
71 Tahun 2010): 
a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 
Laporan realisasi anggaran menggunakan basis akuntansi kas dalam 
penyajiannya. Pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima 
pada rekening kas umum Negara/Daerah. Sedangkan belanja dan pengeluaran 
pembiayaan diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum 
Negara/Daerah. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran pada akhir periode 
pelaporan dipindahkan ke laporan perubahan saldo anggaran lebih (SAL). 
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 
Saldo anggaran lebih adalah gabungan saldo yang berasal dari akumulasi 
SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta 
penyesuaian lain yang diperkenankan. Laporan perubahan saldo anggaran lebih 
menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos : 
1) Saldo anggaran lebih awal 
2) Penggunaan saldo anggaran lebih 
3) Sisa lebih/kurang pembiayaan tahun berjalan 
4) Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya 
5) Saldo anggaran lebih akhir 
c. Laporan Operasional (LO) 
Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang 
menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah 
pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode 
pelaporan. Laporan operasional sekurang-kurangnya menyajikan pos-pos sebagai 
berikut: 
1) Pendapatan-LO 
Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai 
penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak 
perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas 
pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi. 
2) Beban 
Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode 
pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau 
konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat timbulnya oleh 
entitas pelaporan. 
3) Surplus/defisit dari operasi 
Surplus dari kegiatan operasional adalah selisih lebih antara pendapatan 
dan beban selama satu periode pelaporan. Sedangkan defisit dari dari kegiatan 
operasional adalah selisih kurang antara pendapatan dan beban selama satu 
periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan beban selama satu 
periode pelaporan dicatat dalam pos surplus/defisit dari kegiatan operasional. 
4) Kegiatan non operasional 
Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan 
tersendiri dalam kegiatan non operasional. Selisih lebih/kurang antara 
surplus/defisit dari kegiatan operasional dan surplus/defisit dari kegiatan non 
operasional merupakan surplus/defisit sebelum pos luar biasa. 
5) Surplus/defisit sebelum pos luar biasa 
6) Pos luar biasa 
Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam laporan 
operasional dan disajikan sesudah surplus/defisit sebelum pos luar biasa. Pos luar 
biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut: 
1) Kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran. 
2) Tidak diharapkan terjadi berulang-ulang. 
3) Kejadian diluar kendali entitas pemerintah. 
7) Surplus/defisit-LO 
Surplus/defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara 
surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar 
biasa. Saldo surplus/defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke 
laporan perubahan ekuitas. 
d. Laporan Perubahan Ekuitas 
Laporan perubahan ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos: 
1) Ekuitas awal 
2) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan 
3) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas dana, yang 
antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan 
kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar,misalnya: 
a. Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-
periode sebelumnya. 
b. Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap. 
4) Ekuitas akhir 
2. Strategi Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (PP No. 71 
Tahun 2010) 
Strategi implementasi SAP berbasis akrual pada laporan keuangan 
pemerintahan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu: 
a. Cara pertama adalah dengan melakukan implementasi secara sekaligus (big 
bang) dimana SAP berbasis akrual secara sekaligus diterapkan di seluruh 
kementrian/lembaga. 
b. Cara kedua yaitu dengan melakukan implementasi secara bertahap, dimana 
implementasi SAP berbasis akrual diterapkan secara bertahap beriringan 
dengan penyiapan sumber daya manusia (SDM) dan segala perangkat yang 
dibutuhkan oleh setiap kementrian/lembaga pada saat semua kementrian atau 
lembaga harus menerapkan SAP berbasis akrual. Implementasi penuh akan 
diterapkan di semua kementrian/lembaga pada tahun 2015 (PP No. 71 Tahun 
2010). 
 
Tabel 2.2 Strategi Penerapan SAP Berbasis Akrual secara Bertahap 
2010 
a. Penerbitan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis 
Akrual 
b. Mengembangkan Framework Akuntansi Berbasis 
Akrual 
c. Sosialisasi SAP Berbasis Akrual 
2011 
a. Penyiapan aturan pelaksanaan dan kebijakan akuntansi 
b. Pengembangan Sistem Akuntansi dan TI bagian 
pertama (proses bisnis dan detail requirement) 
c. Pengembangan kapasitas SDM 
2012 
a. Pengembangan Sistem Akuntansi dan TI (lanjutan) 
b. Pengembangan kapasitas SDM (lanjutan) 
2013 
a. Ploting beberapa KL dan BUN 
b. Review, Evaluasi dan Konsolidasi seluruh LK 
c. Pengembangan kapasitas SDM (lanjutan) 
2014 
a. Pararel Run dan Konsolidasi seluruh LK 
b. Review, Evaluasi dan Konsolidasi seluruh LK 
c. Pengembangan kapasitas SDM (lanjutan) 
2015 
a. Implementasi penuh 
b. Pengembangan kapasitas SDM (lanjutan) 
Sumber: KSAP, Sosialisasi PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP. Jakarta, 
14 Desember 2010, dalam Kusuma (2013). 
E. Tantangan Akuntansi Berbasis Akrual 
Seiring ditetapkannya akuntansi berbasis akrual pada instansi pemerintah 
yang dimulai dengan diterbitkannya  PP nomor 24 tahun 2005 kemudian diganti 
dengan PP No 71 tahun 2010, memungkinkan munculnya beberapa kendala dalam 
penerapannya. Salah satu faktor keberhasilan diterapkannya aturan tersebut yaitu 
adanya sistem pengendalian intern yang baik di dalam sebuah instansi. 
Tujuan dari sistem pengendalian intern secara umum akan membantu 
suatu instansi mencapai tujuan operasional yaitu efektivitas dan efisiensi kegiatan, 
keterandalan laporan keuangan, dan kepatuhan pada peraturan yang berlaku. 
Sistem pengendalian intern pemerintah sendiri memiliki tujuan untuk mencapai 
kegiatan pemerintahan yang efektif dan efisien, perlindungan aset negara, 
keterandalan laporan keuangan, dan kepatuhan pada perundang-undangan dan 
peraturan serta kebijakan yang berlaku. 
Sistem pengendalian intern ini perlu diketahui oleh seluruh komponen 
organisasi pemerintahan karena sistem ini merupakan sistem yang terintegrasi dan 
merupakan tanggung jawab bersama untuk mewujudkan tujuan organisasi. 
Berikut unsur pengendalian intern menurut COSO (Lord, 2013): 
1. Lingkungan Pengendalian (Control Environment) 
 Lingkungan pengendalian adalah rangkaian standar, proses dan struktur 
yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan pengendalian intern di seluruh 
organisasi. Dewan pengawas dan manajemen puncak menciptakan irama pada 
level tertinggi organisasi mengenai pentingnya pengendalian intern dan standar 
perilaku yang diharapkan. Sub-komponen lingkungan pengendalian mencakup 
integritas dan nilai etika yang dianut organisasi; parameter-parameter yang 
menjadikan dewan pengawas mampu melaksanakan tanggung jawab tata kelola; 
struktur organisasi serta pembagian wewenang dan tanggung jawab; proses untuk 
merekrut, mengembangkan, dan mempertahankan individu yang kompeten; serta 
kejelasan ukuran kinerja, insentif, dan imbalan untuk mendorong akuntabilitas 
kinerja. Lingkungan pengendalian yang dihasilkan akan berdampak luas terhadap 
sistem pengendalian intern secara keseluruhan. 
2. Penilaian Risiko (Risk Assessment) 
 Penilaian risiko melibatkan proses yang dinamis dan berulang untuk 
mengidentifikasi dan menganalisis risiko terkait pencapaian tujuan. COSO IC 
2013 merumuskan definisi risiko sebagai kemungkinan suatu peristiwa akan 
terjadi dan berdampak merugikan bagi pencapaian tujuan. Risiko yang dihadapi 
organisasi bisa bersifat internal (berasal dari dalam) ataupun eksternal (bersumber 
dari luar). Risiko yang teridentifikasi akan dibandingkan dengan tingkat toleransi 
risiko yang telah ditetapkan. Penilaian risiko menjadi dasar bagaimana risiko 
organisasi akan dikelola. Salah satu prakondisi bagi penilaian risiko adalah 
penetapan tujuan yang saling terkait pada berbagai tingkatan organisasi. 
Manajemen harus menetapkan tujuan dalam kategori operasi, pelaporan, dan 
kepatuhan dengan jelas sehingga risiko-risiko terkait bisa diidentifikasi dan 
dianalisis. Manajemen juga harus mempertimbangkan kesesuaian tujuan dengan 
organisasi. Penilaian risiko mengharuskan manajemen untuk memperhatikan 
dampak perubahan lingkungan eksternal serta perubahan model bisnis organisasi 
itu sendiri yang berpotensi mengakibatkan ketidakefektifan pengendalian intern 
yang ada. 
3. Kegiatan Pengendalian (Control Activities) 
 Kegiatan pengendalian mencakup tindakan-tindakan yang ditetapkan 
melalui kebijakan dan prosedur untuk membantu memastikan dilaksanakannya 
arahan manajemen dalam rangka meminimalkan risiko atas pencapaian tujuan. 
Kegiatan pengendalian dilaksanakan pada semua tingkatan organisasi, pada 
berbagai tahap proses bisnis, dan pada konteks lingkungan teknologi. Kegiatan 
pengendalian ada yang bersifat preventif atau detektif dan ada yang bersifat 
manual atau otomatis. Contoh kegiatan pengendalian adalah otorisasi dan 
persetujuan,verifikasi, rekonsiliasi, dan review kinerja. Dalam memilih dan 
mengembangkan kegiatan pengendalian, biasanya melekat konsep pemisahan 
fungsi (segregation of duties). Jika pemisahan fungsi tersebut dianggap tidak 
praktis, manajemen harus memilih dan mengembangkan alternatif kegiatan 
pengendalian sebagai kompensasinya. 
4. Informasi dan Komunikasi (Information and Communication) 
 Organisasi memerlukan informasi demi terselenggaranya fungsi 
pengendalian intern dalam mendukung pencapaian tujuan. Manajemen harus 
memperoleh, menghasilkan, dan menggunakan informasi yang relevan dan 
berkualitas, baik dari sumber internal maupun eksternal. Hal tersebut diperlukan 
agar komponen pengendalian intern yang lain berfungsi dengan baik sebagaimana 
mestinya. Sementara itu, komunikasi merupakan proses berulang dan 
berkelanjutan untuk memperoleh, membagikan dan menyediakan informasi. 
Komunikasi internal harus menjadi sarana diseminasi informasi di dalam 
organisasi, baik dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, maupun lintas fungsi. 
5. Kegiatan Pemantauan (Monitoring Activities) 
 Komponen ini merupakan satu-satunya komponen yang berubah nama. 
Sebelumya komponen ini hanya disebut pemantauan (monitoring). Perubahan ini 
dimaksudkan untuk memperluas persepsi pemantauan sebagai rangkaian aktivitas 
yang dilakukan sendiri dan juga sebagai bagian dari masing-masing empat 
komponen pengendalian intern lainnya. Kegiatan pemantauan mencakup evaluasi 
berkelanjutan, evaluasi terpisah, atau kombinasi dari keduanya yang digunakan 
untuk memastikan masing-masing komponen pengendalian intern ada dan 
berfungsi sebagaimana mestinya. Evaluasi berkelanjutan dibangun di dalam 
proses bisnis pada tingkat yang berbeda-beda guna menyajikan informasi tepat 
waktu. Evaluasi terpisah dilakukan secara periodik, bervariasi lingkup dan 
frekuensinya tergantung pada hasil penilaian risiko, efektifitas evaluasi 
berkelanjutan, dan pertimbangan manajemen lainnya.   
E. Kerangka Konseptual 
  Kerangka konseptual pada penelitian ini memberikan gambaran tentang 
fenomena reformasi di bidang keuangan pemerintah Indonesia yang ditandai 
dengan dikeluarkannya PP Nomor 24 Tahun 2005 yang kemudian direvisi dengan 
PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual. Penerapan SAP berbasis 
akrual dilakukan secara bertahap sebelum diimplementasikan secara penuh pada 
tahun 2015. Oleh karena itu, untuk menjalankan peraturan tersebut, maka setiap 
instansi pemerintah harus menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar 
akuntansi pemerintah berbasis akrual. Dari hasil penelitian akan diperoleh apakah 
Politeknik Kesehatan Makassar patuh terhadap penerapan PP No. 71 tahun 2010 
dalam menyajikan laporan keuangan. 
 Dengan adanya kerangka konseptual ini akan memberikan kemudahan 
kepada peneliti dalam memecahkan masalah penelitian dan menjawab pertanyaan-
pertanyaan terhadap objek masalah penelitian. Berikut adalah kerangka 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah kualitatif interpretif. Penelitian kualitatif  
sebagaimana yang dikemukakan oleh Moleong (2005: 6):   
”Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami  
fenomena  tentang  apa  yang  dialami  oleh  subjek  penelitian  misalnya 
perilaku,  persepsi,  motivasi,  tindakan,  dan  lain- lain  secara  holistik, 
dan dengan cara deskripsi dalam bentuk  kata- kata dan bahasa pada suatu 
konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan  berbagai   
metode  yang  alamiah.” 
Penetapan lokasi dari suatu penelitian sangat penting dalam rangka 
pertanggungjawaban data yang diperoleh. Oleh karena itu, lokasi penelitian perlu 
ditetapkan terlebih dahulu. Lokasi yang dipilih oleh peneliti sebagai tempat 
penelitian yaitu Politeknik Kesehatan Makassar, yang berada di Kota Makassar. 
Instansi ini merupakan instansi di bawah naungan kementerian kesehatan RI. 
Selama ini Politeknik Kesehatan Makassar menyusun laporan keuangan dengan 
menganut standar akuntansi pemerintahan yang berbasis kas menuju akrual. 
Kehadiran PP 71 tahun 2010 mengharuskan instansi pemerintah untuk mengubah 
haluan menjadi basis akuntansi akrual. Oleh karena itu, instansi ini menjadi objek 
yang menarik untuk diteliti bagaimana kesiapannya dalam menerapkan standar 
akuntansi pemerintahan yang berbasis akrual.   
B. Pendekatan Penelitian 
Menurut Newman (1997) dalam Faradillah (2013: 57) terdapat tiga 
pendekatan, yaitu positivisme, interpretif, dan kritikal. Ketiganya memiliki tradisi 
yang berbeda dalam teori sosial dan teknik penelitiannya. Dengan menggunakan 
paradigma interpretif, kita dapat melihat fenomena dan menggali pengalaman dari 
objek penelitian. Pendekatan interpretif berangkat dari upaya untuk mencari 
penjelasan tentang peristiwa-peristiwa sosial atau budaya yang didasarkan pada 
perspektif dan pengalaman orang yang diteliti. Pendekatan interpretif diadopsi 
dari orientasi praktis. Secara umum pendekatan interpretif merupakan sebuah 
sistem sosial yang memaknai perilaku secara detail dengan langsung 
mengobservasi.   
Peneliti memilih pendekatan interpretif dikarenakan dalam penelitian ini 
peneliti bertujuan untuk menginterpretasi sejauh mana kesiapan instansi 
pemerintah menuju penerapan standar akuntansi pemerintahan baru yaitu standar 
akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Realita mengenai kesiapan menuju 
penerapan akuntansi berbasis akrual pada instansi pemerintah ini didasarkan pada 
persiapan yang telah dilakukan pemerintah RI, kendala yang dihadapi menuju 
implementasi, serta respon organisasi dan sikap individu/pegawai dalam 
menerima perubahan SAP berbasis akrual. Adapun objek yang diteliti dalam 
penelitian ini adalah orang-orang yang berhubungan dengan penyusunan laporan 
keuangan pada Politeknik Kesehatan Makassar. 
C. Sumber Data 
Menurut Lofland dan Lofland (1984) dalam Moleong (2005:157) sumber 
data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya 
adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Data yang digunakan dalam 
penelitian ini yaitu data primer. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung 
dari objek penelitian, yang memerlukan pengolahan lebih lanjut oleh penulis. Data 
ini diperoleh melalui observasi langsung, wawancara, maupun dokumentasi.   
D. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 
penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Menurut 
Sugiyono (2010:63) terdapat beberapa teknik pengumpulan data yang dapat 
dilakukan, diantaranya adalah dengan observasi (pengamatan), interview 
(wawancara), dan dokumentasi.   
1) Observasi (pengamatan).  
Nasution (1988) dalam Sugiyono (2010:64) menyatakan bahwa observasi 
adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja 
berdasarkan data, yaitu fakta mengenai  dunia kenyataan yang diperoleh melalui 
observasi. Metode ini digunakan dengan maksud untuk mengamati dan mencatat 
gejala-gejala yang tampak pada objek penelitian pada saat keadaan atau situasi 
yang alami atau yang sebenarnya sedang berlangsung, meliputi kondisi sumber 
daya manusia, komitmen dari pimpinan, serta kendala-kendala menuju penerapan 
akuntansi berbasis akrual dan kondisi lain yang mendukung hasil penelitian 
mengenai kesiapan dalam penerapan PP 71 tahun 2010. Hal ini dimaksudkan agar 
diperoleh data yang lebih mendekati kebenaran yaitu dengan membandingkan 
hasil wawancara dengan keadaan yang sebenarnya.  
2) Interview (wawancara).  
Menurut Moleong (2005: 186), wawancara adalah percakapan dengan 
maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara 
(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang 
memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Metode ini dilakukan dengan cara  
mewawancarai secara langsung dan mendalam (indepth  interview) kepada pihak 
yang terlibat dan terkait langsung guna mendapatkan penjelasan pada kondisi dan 
situasi yang sebenarnya pula. Dalam  penelitian ini yang menjadi informan adalah 
orang-orang yang dianggap memiliki informasi kunci (key informan) yang 
dibutuhkan di wilayah penelitian. Banyaknya pegawai yang diwawancarai 
tergantung seberapa layak untuk menjawab pertanyaan penelitian. Pemilihan key 
informan yang berperan dalam proses akuntansi ini bertujuan meningkatkan 
validitas informasi yang disampaikan.  
3) Dokumentasi.  
Sugiyono (2010:82) menyatakan bahwa dokumen merupakan catatan 
peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau 
karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen ini merupakan pelengkap 
dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. 
Metode ini juga merupakan suatu proses untuk memperoleh data-data yang terkait 
dengan kesiapan Politeknik Kesehatan menuju penerapan akuntansi berbasis 
akrual.    
E. Instrumen Penelitian 
Menurut Sugiyono (2010:2) dalam penelitian kualitatif, peneliti menjadi 
instrumen. Untuk dapat menjadi instrumen, maka peneliti harus memiliki bekal 
teori dan wawasan yang luas, sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret 
dan mengkonstruksi objek yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna. Dalam 
penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data. 
Adapun instrumen pengumpulan data yang lain selain manusia adalah berbagai 
bentuk alat bantu berupa dokumen-dokumen lainnya yang dapat digunakan untuk 
menunjang keabsahan hasil penelitian, namun hanya berfungsi sebagai instrumen 
pendukung.    
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
Dalam suatu penelitian sangat diperlukan suatu analisis data yang berguna 
untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Menurut 
Sugiyono (2010:89) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 
sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 
dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, 
menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, 
memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan 
sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.   
Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berasal dari hasil 
wawancara, catatan lapangan, dan laporan keuangan Poltekkes. Setelah data-data 
ini diperoleh peneliti, maka akan dilakukan analisis data menggunakan 
pendekatan interpretif, di mana peneliti menginterpretasikan arti data-data yang 
telah terkumpul dengan memberikan perhatian dan merekam sebanyak mungkin 
aspek situasi yang diteliti pada saat itu. Adapun tahapan-tahapan analisis data 
dalam penelitian ini sesuai dengan analisis data kualitatif model Miles dan 
Huberman (1992) dalam Sugiyono (2010:91), yaitu sebagai berikut:  
1) Pengumpulan data, yaitu peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa 
adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan.  
2) Reduksi data, yaitu memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus 
penelitian. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang 
menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan 
mengorganisasikan data-data yang telah direduksi memberikan gambaran yang 
lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk 
mencarinya sewaktu-waktu diperlukan.   
3) Penyajian data, yaitu sekumpulan informasi yang tersusun yang 
memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 
Penyajian data merupakan analisis dalam bentuk matrik, network, atau grafis 
sehingga data dapat dikuasai.   
4) Pengambilan keputusan atau verifikasi, berarti bahwa setelah data disajikan, 
maka dilakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Untuk itu diusahakan 
mancari pola, model, tema, hubungan, persamaan dan sebagainya. Jadi, dari 
data tersebut berusaha diambil kesimpulan. Verifikasi dapat dilakukan dengan 
keputusan didasarkan pada reduksi data, dan penyajian data yang merupakan 
jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian.    
Keempat komponen tersebut saling interaktif yaitu saling mempengaruhi 
dan terkait. Pertama-tama dilakukan penelitian di lapangan dengan mengadakan 
wawancara atau observasi yang disebut tahap pengumpulan data. Karena data-
data, pengumpulan penyajian data, reduksi data, kesimpulan-kesimpulan atau 
penafsiran data yang dikumpulkan banyak maka diadakan reduksi data. Setelah 
direduksi maka kemudian diadakan sajian data, selain itu pengumpulan data juga 
digunakan untuk penyajian data. Apabila ketiga hal tersebut selesai dilakukan, 
maka diambil suatu keputusan atau verifikasi. Setelah data dari lapangan 
terkumpul dengan menggunakan metode pengumpulan data di atas, maka peneliti 
akan menganalisis data tersebut dengan menggunakan pendekatan interpretif. 
Pendekatan interpretif merupakan suatu teknik menginterpretasikan arti data-data 
yang telah terkumpul dengan memberikan perhatian dan merekam sebanyak 
mungkin aspek situasi yang diteliti pada saat itu, sehingga memperoleh gambaran 
secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.    
G. Pengujian Keabsahan Data 
Untuk memperoleh temuan dan interpretasi yang absah, maka perlu diteliti 
kredibilitasnya. Kredibilitas berkaitan dengan seberapa jauh kebenaran hasil 
penelitian dapat dipercaya. Menurut Sugiyono (2010:121) uji kredibilitas data 
atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan 
dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, 
triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan member 
check. Dalam penelitian ini pengujian kredibilitas data penelitian dilakukan 
dengan cara:   
1) Meningkatkan ketekunan, berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat 
dan berkesinambungan. Dengan meningkatkan ketekunan itu, maka peneliti 
dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu 
salah atau tidak. Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan maka peneliti 
dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang 
diamati.     
2) Triangulasi, dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data 
dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan 
demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan 
waktu. Kredibilitas data dalam penelitian ini diperiksa dengan menggunakan 
teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data 
dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa 
sumber.    
3) Menggunakan bahan referensi, bahan referensi di sini adalah adanya 
pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Data 
hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara ataupun 











HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
Pada gambaran lokasi penelitian akan menyajikan dua gambaran umum, 
yaitu gambaran umum Kementerian Kesehatan, dan gambaran umum mengenai 
Politeknik Kesehatan Makassar. Gambaran umum Kementerian Kesehatan 
mencakup visi misi dan nilai-nilai, struktur organisasi, serta tugas dan fungsi 
Kementerian Kesehatan RI. Sedangkan gambaran Politeknik Kesehatan meliputi 
selayang pandang, visi misi, tujuan, nilai-nilai, dan struktur organisasi Politeknik 
Kesehatan Makassar. 
1. Gambaran Umum Kementerian Kesehatan 
a. Visi dan Misi 
Visi misi Kementerian Kesehatan mengikuti visi misi Presiden Republik 
Indonesia yaitu terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan 
Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong. Visi tersebut diwujudkan dengan 7 
(tujuh) misi pembangunan yaitu: 
1) Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan 
wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan 
sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia 
sebagai negara kepulauan; 
2) Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis 
berlandaskan negara hukum; 
3) Mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat jati 
diri sebagai negara maritim; 
4) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan 
sejahtera; 
5) Mewujudkan bangsa yang berdaya asing; 
6) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, 
kuat dan berbasiskan kepentingan nasional; serta 
7) Mewujdukan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. 
Kementerian Kesehatan juga berperan serta dalam meningkatkan kualitas 
hidup masyarakat melalui agenda prioritas Kabinet Kerja atau yang dikenal 
dengan Nawa Cita, sebagai berikut: 
1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan 
memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara; 
2) Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola 
pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya; 
3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-
daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; 
4) Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan 
penegakan hukuum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya; 
5) Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia; 
6) Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar 
Internasional; 
7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-
sektor strategis ekonomi domestik; 
8) Melakukan revolusi karakter bangsa; 
9) Memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial 
Indonesia. 
b.   Nilai-Nilai 
1) Pro Rakyat 
Dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, Kementerian 
Kesehatan selalu mendahulukan kepentingan rakyat dan harus 
menghasilkan yang terbaik untuk rakyat. Diperolehnya derajat kesehatan 
yang setinggi-tingginya bagi setiap orang adalah salah satu hak asasi 
manusia tanpa membedakan suku, golongan, agama dan status sosial 
ekonomi. 
2) Inklusif 
Semua program pembangunan kesehatan harus melibatkan semua 
pihak, karena pembangunan kesehatan tidak mungkin hanya dilaksanakan 
oleh Kementerian Kesehatan saja. Dengan demikian, seluruh komponen 
masyarakat harus berpartisipasi aktif, yang meliputi lintas sektor, 
organisasi profesi, organisasi masyarakat pengusaha, masyarakat madani 
dan masyarakat akar rumput. 
3) Responsif 
Program kesehatan harus sesuai dengan kebutuhan dan keinginan 
rakyat, serta tanggap dalam mengatasi permasalahan di daerah, situasi 
kondisi setempat, sosial budaya dan kondisi geografis. Faktor-faktor ini 
menjadi dasar dalam mengatasi permasalahan kesehatan yang berbeda-
beda, sehingga diperlukan penanganan yang berbeda pula. 
4) Efektif 
Program kesehatan harus mencapai hasil yang signifikan sesuai 
target yang telah ditetapkan dan bersifat efisien. 
5) Bersih 
Penyelenggaraan pembangunan kesehatan harus bebas dari 
korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), transparan, dan akuntabel. 
c.    Struktur Organisasi  
Gambar 4.1 
d.   Tugas dan Fungsi 
 Kementerian Kesehatan RI mempunyai tugas membantu Presiden dalam 
menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah di bidang kesehatan. Berdasarkan 
Permenkes 64 Tahun 2016, pasal 3 dalam melaksanakan tugas, Kementerian 
Kesehatan RI menyelenggarakan fungsi: 
1) perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan 
masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan 
kesehatan, dan kefarmasian dan alat kesehatan; 
2) koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan 
administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan 
Kementerian Kesehatan; 
3) pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab 
Kementerian Kesehatan; 
4) pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan; 
5) pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia di 
bidang kesehatan serta pengelolaan tenaga kesehatan; 
6) pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan 
Kementerian Kesehatan di daerah; 
7) pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian 
Kesehatan; 
8) pelaksanaan dukungan substansif kepada seluruh unsur organisasi di 
lingkungan Kementerian Kesehatan. 
2. Gambaran Umum Politeknik Kesehatan Makassar 
a. Selayang Pandang 
Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Makassar atau yang biasa 
disingkat Poltekkes Kemenkes Makassar adalah sebuah institusi pendidikan 
tenaga profesional di bidang kesehatan di bawah naungan Departemen Kesehatan 
Republik Indonesia. Poltekkes Makassar merupakan satu dari 32 Poltekkes yang 
ada di Indonesia. Politeknik Kesehatan Makassar ini berlokasi di Kota Makassar. 
Poltekkes Makassar terdiri dari 8 jurusan yang berada di beberapa wilayah 
di Makassar (Tidung, Banta-Bantaeng, Baji Gau, dan Daya) dan satu berada di 
wilayah Pare-Pare.  
Poltekkes Makassar adalah perguruan tinggi yang sudah memiliki 
akreditasi Jurusan A dan B. Adapun jurusan yang ada yaitu Prodi Keperawatan 
Makassar, Kesehatan Lingkungan, Analis Kesehatan, Kebidanan, Farmasi, 
Fisioterapi, Gizi, Keperawatan Gigi dan Prodi Keperawatan Pare-Pare. Politeknik 
Kesehatan Kementerian Kesehatan Makassar memiliki Prodi DIII dan DIV 
kecuali Farmasi dan Keperawatan Pare-Pare. 
Di Poltekkes Makassar terdapat berbagai organisasi baik tingkat rektorat 
maupun jurusan. Adapun tingkat rektorat yaitu BPM (Badan Perwakilan 
Mahasiswa), BEM PKM (Badan Eksekutif Mahasiswa), UKM (Unit Kemampuan 
Mahasiswa) yaitu Pramuka Gugus Wahidini Husada, LDK (Lembaga Dakwah 
Kampus), KSR (Korp Sukarelawan)/PMI, LPM (Lembaga Pers Mahasiswa), dan 
Permakris (Persatuan Mahasiswa Kristen), GANK PKM (Gerakan Mahasiswa 
Anti Narkoba Poltekkes Kemenkes Makassar) serta Mahacita (Mahasiswa 
Pencinta Alam) dan yang berada di tingkat jurusan yaitu HMJ Keperawatan, HMJ 
Kesling, HMJ Anakes, HMJ Gizi, HMJ Fister, HMJ Farmasi, HMJ Kep.Gizi dan 
HMJ Kebidanan dan HIMA Prodi Keperawatan Pare dan UKH Seni tiap 
jurusannya. Semua organisasi melalui proses pengkaderan dan tes untuk menjadi 
anggotanya. Dalam organisasi nasional yang diikuti Poltekkes ialah FKMPI dan 
FORKOMPI (Forum Komunikasi Mahasiswa Poltekkes se-Indonesia) dan 
organisasi-organisasi tiap jurusan serta organda masing-masing Mahasiswa 
Poltekkes. 
Sejak bulan april 2012, Poltekkes Makassar telah memperoleh Sertifikat 
ISO 9001. Sertifikat ini sebagai tanda bahwa Poltekkes Makassar sangat 
mengutamakan pelayanan publik. Sertifikat ISO 9001 adalah pengakuan atas 
Sistem Manajemen Mutu yang telah diselenggarakan oleh Poltekkes memang 
telah berstandar Internasional. 
Untuk mendapatkan Sertifikat ISO 9001 ini, Poltekkes telah diaudit oleh 
beberapa lembaga independent yang bertugas untuk menentukan apakah 
Poltekkes Makassar memang layak mendapatkan Sertifikat ISO 9001 atau tidak. 
Maka seiring dengan waktu selama audit dilaksanakan, akhirnya Poltekkes 
mendapatkan Sertifikat ISO 9001 di bulan April, tepatnya tanggal 27 April 2012. 
b.   Visi dan Misi 
 Visi dari Politeknik Kesehatan Makassar Kementerian Kesehatan 
Makassar RI yaitu: 
  “Menjadi pusat pendidikan tenaga kesehatan unggulan yang 
mandiri, berdaya saing tinggi dan berkomitmen untuk menghasilkan lulusan 
yang berkualitas serta berakhlak mulia pada tahun 2018.” 
 Adapun misi dari Politeknik Kesehatan Makassar Kementerian Kesehatan 
Makassar RI, yakni sebagai berikut: 
1) Menghasilkan lulusan yang unggul, kompetitif dan berakhlak mulia 
melalui peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan; 
2) Meningkatkan pengelolaan sumber daya dengan menerapkan IPTEKS 
sehingga menghasilkan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat; 
serta 
3) Meningkatkan hubungan kemitraan di bidang kesehatan untuk 
pengembangan institusi. 
b.    Tujuan 
 Adapun tujuan dari Politeknik Kesehatan Makassar Kementerian 
Kesehatan Makassar RI, yaitu: 
1) Meningkatkan kualitas lulusan yang profesional dan berakhlak mulia; 
  2) Meningkatkan penjaminan mutu pendidikan; 
3) Meningkatkan kualitas, profesionalisme, dan produktivitas tenaga dosen 
pendidik dan pendidikan; 
4) Meningkatkan penerapan IPTEKS, sistem informasi manajemen dan 
akuntabilitas pengelolaan sumber daya secara tepat sasaran (efisiensi, 
berhasil dan berdaya guna (efektif); serta 
5) Meningkatkan kerjasama kemitraan dengan institusi terkait di bidang 
kesehatan. 
c.  Nilai-Nilai 
 Guna mewujudkan visi dan misi rencana strategis di Poltekkes Kemenkes 
Makassar, maka nilai-nilai yang dijunjung disingkat EWAKO yang memiliki arti: 
1) E = Energy for Motion, memiliki arti selalu bersemangat dalam 
memberikan pelayanan yang berkualitas; 
2) W = Work to hard, memiliki arti selalu berusaha untuk bekerja keras 
dan cerdas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya; 
3) A = Attitude, memiliki arti selalu menjunjung akhlak dan perilaku yang 
baik serta bersikap adil kepada semua orang; 
4) K = Knowledge, memiliki arti selalu mengedepankan data empiris 
dalam bertindak; 
5) O = Optimis, memiliki arti selalu berpikir positif dan yakin akan 
kemampuan diri sendiri. 
d.   Sumber Daya 
 1) Sumber Daya Manusia 
Tahun 2017, PKMS Makassar memiliki 410 pegawai yang terdiri atas 201 
orang staf dan 209 orang dosen. Tenaga dosen yang berkualifikasi S3 sebanyak 
2,4% (5 orang) dan S2 sebanyak 94,3% (197 orang) serta terdapat 16,3% (34 
orang) tenaga dosen sedang mengikuti pendidikan lanjut S3. 
2) Perpustakaan 
Perpustakaan terdapat di semua jurusan, beberapa diantaranya bersifat 
ruang baca. Jumlah buku sebanyak 22.808 judul dan 53.712 examplar. Sumber 
perpustakaan, selain terdiri atas buku teks, jurnal, dan proceding, juga terdapat 
beberapa e-book dan e-journal. 
 3) Laboratorium Komputer 
  Terdapat di beberapa jurusan antara lain Gizi, Farmasi, dan Keperawatan. 
Laboratorium komputer juga tersedia di Kantor Direktorat dalam bentuk Ruang 
Multi Media yang dipersiapkan untuk meningkatkan kualitas IPTEKS SDM.  
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f.     Daftar Informan 
 Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive 
sampling atau sampling bertujuan. Sampling bertujuan adalah suatu strategi jika 
seseorang menginginkan agar dapat memahami sesuatu mengenai kasus-kasus 
terpilih tertentu tanpa membutuhkan (atau berhasrat) untuk menggeneralisasi 
kepada semua kasus seperti itu. Peneliti menggunakan purposive sampling untuk 
meningkatkan kegunaan informasi yang diperoleh dari sample yang sedikit. 
Dengan perkataan lain, sampel-sampel ini dapat dipilih karena merekalah agaknya 
yang mempunyai pengetahuan banyak dan informatif mengenai fenomena yang 
sedang diinvestigasi oleh peneliti. Berdasarkan hal tersebut, maka diperoleh 
informan sebagai berikut: 
No Nama Jabatan 
1. 
2. 
Muh. Gazali, S.Sos, 
M.M.Kes 
Hastuti 
Kepala Sub Bagian Keuangan 
Penata Laporan Keuangan 
Tabel 4.1 
Alasan dipilihnya kedua informan tersebut yakni karena Kepala Sub Bagian 
Keuangan bertanggung jawab untuk melakukan tugas ketatausahaan, kerumahtanggaan, 
perlengkapan, hukum & hubungan masyarakat, keuangan, pemeliharaan dan perbaikan 
sarana prasarana dan kepegawaian, yang dimana sebagai kepala keuangan tentunya juga 
memiliki peran penting dalam menciptakan pengendalian internal yang baik untuk 
mencapai tujuan organisasi tersebut. 
Penata laporan keuangan dipilih sebagai salah satu informan dalam penelitian ini 
dikarenakan penata laporan keuangan berperan untuk melaksanakan tugas, menerima dan 
mempelajari serta menata laporan keuangan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang 
berlaku agar tercapai hasil yang optimal di Politeknik Kesehatan Makassar. Penata 
laporan keuangan juga memiliki tanggung jawab untuk menerima dan memeriksa laporan 
keuangan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk diproses lebih lanjut, 
diantaranya mempelajari dokumen sebelumnya dan peraturan perundangan yang berlaku. 
Selain itu penata laporan keuangan juga bertanggung jawab untuk menata laporan 
keuangan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mencapai hasil yang 
diharapkan. 
B. Evaluasi Penerapan PP No.71 tentang SAP Berbasis Akrual 
Munculnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan, berbuah keputusan penghapusan standar akuntansi 
pemerintahan berbasis kas menuju akrual dan berganti pada penerapan Standar 
Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual secara penuh mulai tahun 2015. 
Sebelumnya didalam PP No. 71 Tahun 2010 Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa 
penerapan SAP berbasis akrual dapat dilaksanakan secara bertahap. SAP Berbasis 
Kas Menuju Akrual pada Lampian II berlaku selama masa transisi yaitu bagi 
entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP Bebasis Akrual, sedangkan untuk 
SAP Berbasis Akrual terdapat lampiran I dan belaku sejak tanggal ditetapkan dan 
dapat segera diterapkan oleh setiap entitas.  
 Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual di Politeknik Kesehatan 
telah diterapkan sejak dikeluarkannya PP No.71 Tahun 2010. Hal tersebut 
dipaparkan oleh Kepala Sub Bagian Keuangan Poltekkes Makassar sebagai 
berikut : 
“Kami menggunakan akrual basis sudah sejak tahun 2010, karena kami ini 
kan BLU jadi sudah seharusnya menggunakan akrual basis.” (Wawancara 
Tanggal 6 Februari 2017) 
 Hal tersebut senada dengan pernyataan yang diberikan oleh Bagian Penata 
Laporan Keuangan sebagai berikut : 
“Iya, kami disini memang sudah lebih dulu menggunakan akrual basis, 
yang sebelumnya memang menggunakan basis kas menuju akrual (cash 
toward akrual). Kalau untuk laporan keuangan yang disajikan, 
diantaranya yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan 
Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan 
Atas Laporan Keuangan.” (Wawancara Tanggal 6 Februari 2017) 
 
 
Dari hasil pemaparan kedua informan tersebut, basis akuntansi yang 
digunakan serta komponen-komponen laporan keuangan yang disajikan oleh 
Poltekkes Makassar telah sesuai dengan PSAP 01. Sesuai dengan amanat Undang-
Undang Keuangan Negara, pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar 
Akuntansi Pemerintahan tersebut menggunakan basis kas untuk pengakuan 
transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan, dan basis akrual untuk pengakuan 
aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Penerapan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  
Tahun  2005  masih  bersifat  sementara  sebagaimana  diamanatkan  dalam  Pasal  
36  ayat  (1)  Undang-Undang   Nomor   17   Tahun   2003   tentang   Keuangan   
Negara   yang   menyatakan  bahwa  selama  pengakuan  dan  pengukuran  
pendapatan  dan  belanja  berbasis  akrual  belum  dilaksanakan,  digunakan  
pengakuan  dan  pengukuran  berbasis  kas.  Pengakuan  dan  pengukuran  
pendapatan  dan  belanja berbasis akrual menurut Pasal 36 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 17  Tahun  2003  dilaksanakan  paling  lambat  5  (lima)  tahun.  
Oleh  karena  itu, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 perlu diganti, dan 
harus menerapkan akrual basis secara penuh di tahun 2015. Dan sebagaimana 
yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, komponen 
laporan keuangan yang disajikan yaitu terdiri dari: (a) Laporan Realisasi 
Anggaran (LRA); (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan 
Perubahan SAL); (c) Neraca; (d) Laporan Operasional (LO); (e) Laporan Arus 
Kas (LAK); (f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); (g) Catatan atas Laporan 
Keuangan (CaLK).  
Basis    akuntansi    yang    digunakan    dalam    laporan    keuangan    
pemerintah  adalah  basis  akrual,  untuk  pengakuan  pendapatan-LO,  beban,  
aset,  kewajiban,   dan   ekuitas. Pendapatan seperti   bantuan   pihak   luar/asing 
dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO. 
Dalam hal penyusunan anggaran sebagaimana yang dilampirkan dalam 
CaLK, Laporan Realisasi Anggaran Politeknik Kesehatan Makassar disusun  
berdasarkan  basis  kas,  yang berarti  bahwa  pendapatan  dan  penerimaan  
pembiayaan  diakui  pada  saat  kas  diterima  di  Rekening  Kas  Umum  
Negara/Daerah   atau   oleh   entitas   pelaporan;   serta   belanja,   transfer   dan   
pengeluaran  pembiayaan  diakui  pada  saat  kas dikeluarkan  dari  Rekening  Kas  
Umum   Negara/Daerah.   Namun   demikian, bilamana   anggaran   disusun   dan   
dilaksanakan  berdasarkan  basis  akrual,  maka  LRA  disusun  berdasarkan  basis  
akrual. Sedangkan Basis  akrual  untuk  Neraca  berarti  bahwa  aset,  kewajiban,  
dan  ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat 
kejadian atau   kondisi   lingkungan   berpengaruh   pada   keuangan   pemerintah,   
tanpa   memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.   
 Berikut beberapa komponen tolak ukur yang menjadi dasar telah 
diterapkannya SAP berbasis Akrual pada Poltekkes Makassar:  
1. PSAP 05 Persediaan 
Menurut Peraturan Pemerintah RI  No 71 Th. 2010 persediaan adalah aset 
lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk 
mendukung kegiatan operasional pemerintah, bahan atau perlengkapan yang akan 
digunakan dalam proses produksi, barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual 
dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, dan barang yang 
disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan 
pemerintahan. Persediaan  mencakup  barang  atau  perlengkapan  yang  dibeli  
dan  disimpan  untuk  digunakan,  misalnya  barang  habis  pakai  seperti  alat  
tulis  kantor,  barang  tak  habis  pakai  seperti  komponen  peralatan  dan  pipa,  
dan  barang  bekas  pakai seperti komponen bekas.    
Persediaan diakui sebagai unsur yang akan disajikan dalam laporan 
keuangan pemerintah berbasis akrual, yaitu pada saat terpenuhinya hal-hal berikut 
ini: (a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai 
nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Biaya tersebut didukung oleh 
bukti/dokumen yang dapat diverifikasi dan di dalamnya terdapat elemen harga 
barang persediaan sehingga biaya tersebut dapat diukur secara andal, jujur, dapat 
diverifikasi, dan bersifat netral, dan/atau; (b) pada saat diterima atau hak 
kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah. Dokumen sumber yang 
digunakan sebagai pengakuan perolehan persediaan adalah faktur, kuitansi, atau 
Berita Acara Serah Terima (BAST). 
Metode pencatatan yang digunakan untuk persediaan dalam basis akrual 
adalah metode perpetual, yaitu pencatatan persediaan dilakukan setiap terjadi 
transaksi yang mempengaruhi persediaan (perolehan dan pemakaian). Poltekkes 
Makassar dalam pencatatan persediaannya menggunakan metode perpetual 
sebagaimana yang dipaparkan oleh staf penata laporan keuangan. 
“Kalau pencatatannya, persediaan dicatat secara perpetual, jadi 
pencatatannya dilakukan setiap ada transaksi yang berpengaruh dengan 
persediaan, misalnya persediaan diterima atau dipakai. Pengakuan 
persediaan diakui saat dilakukan pembelian atau saat persediaan itu 
diterima. Untuk pengukurannya kami menggunakan metode FIFO, jadi 
persediaan yang pertama kali masuk itulah yang pertama kali dicatat 
sebagai barang yang dipakai.” (Wawancara Tanggal 6 Februari 2017) 
 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa 
pencatatan atas transaksi persediaan dilakukan pada saat terjadinya peristiwa yang 
mempengaruhi unsur-unsur laporan keuangan, diakuinya beban persediaan, dan 
masih diakuinya belanja barang untuk persediaan. Pencatatan persediaan 
dilakukan berdasarkan satuan barang yang lazim digunakan untuk masing-masing 
jenis barang atau satuan barang lain yang dianggap paling memadai dalam 
pertimbangan materialitas dan pengendalian pencatatan. Pada akhir periode 
pelaporan, catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik. 
Inventarisasi fisik tersebut dilakukan atas barang yang belum dipakai, baik yang 
berada di gudang maupun yang sudah ada pada unit pemakai. Persediaan yang 
dilaporkan di neraca adalah persediaan dalam kondisi baik, sedangkan untuk 
persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan di neraca, tetapi 
diungkapkan dalam Catatan atas laporan Keuangan (CaLK). Untuk itu, laporan 
keuangan melampirkan daftar persediaan rusak atau usang. Beberapa hal tersebut 
merupakan syarat mutlak untuk dapat diimplementasikannya akuntansi berbasis 
akrual sehingga laporan keuangan berbasis akrual dapat disusun, antara lain, 
Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Neraca serta 
masih dapat disajikannya laporan keuangan berbasis kas yaitu Laporan Realisasi 
Anggaran. 
2. PSAP 07 Aset Tetap 
 Akuntansi aset tetap telah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi 
Pemerintahan (PSAP) Nomor 07 (PSAP 07), dari Lampiran I PP 71 Tahun 2010. 
PSAP 07 tersebut memberikan pedoman bagi pemerintah dalam melakukan 
pengakuan, pengklasifikasian, pengukuran, dan penyajian serta pengungkapan 
aset tetap berdasarkan peristiwa yang terjadi, seperti perolehan aset tetap pertama 
kali, pemeliharaan aset tetap, pertukaran aset tetap, perolehan aset dari 
hibah/donasi, dan penyusutan. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa 
depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal, sebagaimana 
yang dipaparkan oleh penata laporan keuangan di Poltekkes Makassar. 
“Untuk pengakuan aset tetapnya diakui pada saat aset diterima atau saat 
aset tersebut diperoleh. Kalau untuk pengukurannya berdasarkan biaya 
perolehan. Metode penyusutan yang digunakan yaitu metode garis lurus. 
Sedangkan untuk penetapan usia manfaatnya sesuai dengan masa 
manfaat, itu juga diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) 
Nomor 59/KMK.6/2013 tentang tabel masa manfaat. Dan sistem 
penghentian atau pelepasan aset tetap, setelah aset tetap sudah tidak 
terpakai akan dieliminasi dari laporan neraca dan diungkapkan di 
CALK.” (Wawancara Tanggal 6 Februari 2017) 
 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam 
pelaporan aset tetap terkait dengan pengakuan, pengukuran, penyusutan, 
penetapan usia manfaat, serta sistem penghentian atau pelepasan aset tetap, 
Poltekkes Makassar telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi 
Pemerintahan (PSAP) Nomor 07 (PSAP 07), dari Lampiran I PP 71 Tahun 2010. 
Sebagaimana yang tercantum dalam PSAP 07 Paragraf 15 yang menyatakan 
bahwa aset  tetap  diakui  pada  saat  manfaat  ekonomi  masa depan  dapat  
diperoleh  dan  nilainya  dapat  diukur  dengan  handal. Dan untuk pengukuran 
aset tetap, PSAP 07 Paragraf 20 menyatakan bahwa aset  tetap  dinilai  dengan  
biaya  perolehan.  Apabila  penilaian  aset  tetap  dengan  menggunakan  biaya  
perolehan  tidak  dimungkinkan,  maka  penilaian aset  tetap  didasarkan pada nilai 
wajar pada saat perolehan. 
Aset  tetap  merupakan  komponen  aset  operasi  pemerintah  yang  
penting  dalam  menjalankan operasional  pemerintahan.  Aset  tetap  memiliki  
sifat  yang  rentan  terhadap  penurunan  kapasitas  sejalan  dengan  penggunaan  
atau  pemanfaatannya.  Lampiran  I  PP  Nomor  71  Tahun  2010  PSAP  Nomor  
07  Paragraf  53  menyatakan  bahwa Penyusutan didefinisikan sebagai  alokasi 
yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang  dapat  disusutkan  selama  masa  
manfaat  yang  bersangkutan.  Pencatatan  penyusutan  ini merupakan salah satu 
penanda pemberlakuan akuntansi berbasis akrual. Oleh  karena  itu, pemerintah 
harus menyajikan informasi tentang nilai aset tetap secara memadai agar dapat 
digunakan  untuk  pengambilan  keputusan dalam pengelolaan aset. Pengelolaan 
aset tersebut meliputi  perencanaan,  penganggaran,  pengadaan,  penggunaan,  
pemanfaatan, pertukaran, pelepasan, dan penghapusan. Untuk memenuhi 
kebutuhan tersebut, pemerintah membutuhkan  informasi tentang  nilai  aset  tetap  
yang  memadai,  dan  hal  tersebut   dapat  dipenuhi apabila pemerintah 
menyelenggarakan sistem akuntansi aset tetap yang informatif secara tertib dan  
tepat waktu. 
Aset  Tetap  diperoleh  dengan  maksud  untuk  digunakan  dalam  
mendukung  kegiatan  operasional  pemerintah  atau  untuk  dimanfaatkan  oleh  
masyarakat  umum.  Namun  demikian,  pada saatnya suatu aset tetap dapat 
dihentikan dari penggunaannya. Apabila suatu aset tetap tidak   dapat   digunakan   
karena   aus,   ketinggalan   jaman,   tidak   sesuai   dengan   kebutuhan   
organisasi  yang  makin  berkembang,  rusak  berat,  tidak  sesuai  dengan  rencana  
umum  tata  ruang  (RUTR),  atau  masa  kegunaannya  telah  berakhir,  maka  
aset  tetap  tersebut  hakekatnya  tak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan, 
sehingga penggunaannya harus dihentikan. Aset  tetap  yang  tidak  digunakan  
dalam  kegiatan  operasional  pemerintah,  dengan  kata  lain   dihentikan   dari   
penggunaan   aktif,   maka tidak   memenuhi   kriteria   dan   tidak   dapat   
dikelompokkan  sebagai  aset  tetap.  Hal  ini  sesuai  dengan  PSAP  07  Paragraf  
79  yang  menyatakan bahwa aset  tetap  yang  dihentikan  dari  penggunaan  aktif  
pemerintah  tidak  memenuhi  definisi  aset  tetap  dan  harus  dipindahkan  ke  
pos  aset  lainnya  sesuai  dengan  nilai  tercatatnya. Pada  saat  dokumen  sumber  
untuk  mengeluarkan  aset  tetap  tersebut  dari  neraca  telah  diperoleh, maka aset 
tetap yang telah direklasifikasi menjadi aset lainnya tersebut dikeluarkan dari 
neraca. Aset  tetap  yang  secara  permanen  dihentikan  penggunaannya  karena  
tidak  lagi  memiliki  manfaat  ekonomi di  masa  yang  akan  datang,  seperti  
rusak  berat,  maka  aset  tetap  tersebut  dikeluarkan dari neraca. Hal ini sesuai 
dengan PSAP 07  Paragraf 77dan 78 yang menyatakan bahwa suatu aset tetap 
dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen  
dihentikan  penggunaannya  dan  tidak  ada  manfaat  ekonomi  masa  yang akan 
datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi 
dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset  tetap  
yang  secara  permanen  dihentikan  penggunaannya, dikeluarkan  dari  neraca  
pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 
di bidang pengelolaan BMN/BMD. 
Pelepasan aset tetap di lingkungan pemerintah lazim disebut sebagai 
pemindah tanganan. Apabila suatu aset tetap dilepaskan karena dipindah 
tangankan, maka aset tetap yang bersangkutan harus dikeluarkan dari neraca. Hal 
ini sesuai dengan PSAP 07 Paragraf 77 dan 78. Aset tetap yang dilepaskan 
melalui penjualan, dikeluarkan dari neraca pada saat diterbitkan risalah lelang atau 
dokumen penjualan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Aset tetap 
yang dihibahkan, dikeluarkan dari neraca pada saat telah diterbitkan berita acara 
serah terima hibah oleh entitas sebagai tindak lanjut persetujuan hibah. Aset tetap 
yang dipindah tangankan melalui mekanisme pernyataan modal negara/daerah, 
dikeluarkan dari neraca pada saat diterbitkan penetapan penyertaan modal 
negara/daerah. 
3. PSAP 09 Akuntansi Kewajiban  
Kewajiban merupakan dampak transaksi masa lalu yang penyelesaiannya 
mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi. Kewajiban pemerintah dapat 
timbul dari pengadaan barang dan jasa atau gaji yang belum dibayar, dan 
kewajiban pemerintah yang timbul dari keharusan membayar kembali pinjaman 
dalam negeri (obligasi), pinjaman lembaga internasional, pinjaman dari 
pemerintah lain, atau pinjaman lembaga keuangan dalam negeri.  
Akuntansi kewajiban meliputi pengakuan, pengukuran, serta pelaporan 
dan pengungkapan seluruh transaksi kewajiban yang menyebabkan timbulnya 
utang, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk pengakuan atas 
restrukturisasi utang, penghapusan utang dan kapitalisasi biaya pinjaman.  
Dalam penyajian dan pengungkapan kewajiban dalam laporan keuangan di 
Poltekkes Makassar menggunakan sistem akrual basis, sebagaimana yang 
dipaparkan oleh penata laporan keuangan poltekkes makassar. 
“Dalam pengakuan kewajiban kami tentunya menggunakan akrual basis. 
Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman atau anggaran diterima. Untuk 
pengukurannya sendiri, kewajiban dicatat berdasarkan nilai nominal. 
Bentuk penyajian akun kewajiban dalam penyusunan laporan keuangan 
kami buat dalam bentuk daftar skedul utang, dan disitu akan dijelaskan 
secara rinci mengenai transaksi khusus untuk kewajiban.” (Wawancara 
Tanggal 6 Februari 2017) 
 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa secara 
umum pelaporan kewajiban di Poltekkes Makassar telah sesuai dengan pernyataan 
standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Pada akuntansi berbasis akrual,  
klasifikasi dan jenis utang  yang  disajikan  pada  neraca   harus   sesuai   dengan 
karakteristik masing-masing utang bersangkutan. Kewajiban pemerintah  dapat 
diklasifikasikan  berdasarkan  jangka  waktu/saat  jatuh temponya dan berdasarkan 
sumber dana. Berdasarkan  jatuh  temponya,  kewajiban  dapat  diklasifikasikan  
menjadi  kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Berdasarkan 
paragraf 11 PSAP 09, kewajiban jangka pendek adalah kewajiban  yang 
diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas)  bulan  setelah tanggal pelaporan,  
sedangkan kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar  
dalam  waktu lebih dari  12  (dua belas) bulan  setelah tanggal pelaporan. 
Sedangkan kewajiban yang diklasifikasikan berdasarkan sumber dana atau 
pemberi pinjaman dapat berasal dari dalam negeri dan dari luar negeri. Pinjaman 
yang diperoleh dari luar negeri akan disajikan dalam kelompok utang luar negeri, 
dan pinjaman dari dalam negeri akan disajikan dalam kelompok utang dalam 
negeri. Oleh karena itu, bentuk penyajian akun kewajiban dalam penyusunan 
laporan keuangan di Poltekkes Makassar dibuat dalam bentuk skedul utang. 
C. Tantangan Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual  
Keberhasilan perubahan akuntansi pemerintahan sehingga dapat 
menghasilkan laporan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel memerlukan 
upaya dan kerja sama dari berbagai pihak. Jika penerapan akuntansi berbasis kas 
menuju akrual saja masih banyak menghadapi hambatan, terlebih lagi jika 
pemerintah menerapkan akuntansi berbasis akrual. 
Penerapan SPIP di lingkungan instansi pemerintah akan mendorong 
terciptanya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang baik. Hal ini 
dikarenakan SPIP mempunyai 4 tujuan yang ingin dicapai yaitu (1) kegiatan yang 
efektif dan efisien, (2) laporan keuangan yang dapat diandalkan, (3) pengamanan 
aset negara, dan (4) ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. 
Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian 
Internal Pemerintah (SPIP) merupakan adaptasi dari COSO. Unsur-unsur SPIP 
adalah Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, 
Informasi dan Komunikasi, serta Pemantauan Pengendalian Internal. 
Terkait dengan COSO sebagai pengendalian internal, sistem pengendalian 
internal merupakan salah satu fungsi manajemen suatu organisasi yang harus 
dilakukan untuk memberikan jaminan bahwa tujuan organisasi dapat tercapai. 
Saat ini sistem pengendalian internal yang digunakan adalah berdasarkan definisi 
dari COSO yang mencakup lima unsur yaitu lingkungan pengendalian, penilaian 
risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. 
Kelima unsur tersebut merupakan syarat-syarat suatu manajemen organisasi yang 
berlaku. Dalam sistem pengendalian internal pemerintah pun persyaratan di atas 
diperlukan, sehingga tercipta manajemen publik yang mampu memberikan 
pelayanan kepada publik/masyarakatnya dengan efektif, efisien dan ekonomis, 
serta taat pada peraturan, perundangan dan ketentuan-ketentuan lainnya. 
Sehubungan dengan kendala yang dihadapi dalam penerapan Standar 
Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual ini, penulis mengacu kepada lima unsur 
sistem pengendalian internal tersebut.  
1. Control Environment 
Lingkungan pengendalian adalah kondisi yang dibangun dan diciptakan 
dalam suatu organisasi yang akan mempengaruhi efektivitas pengendalian. 
Kondisi lingkungan kerja dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu adanya penegakan 
integritas dan etika seluruh anggota organisasi, komitmen pimpinan manajemen 
atas kompetensi, kepemimpinan manajemen yang kondusif, pembentukan 
struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, pendelegasian wewenang dan 
tanggung jawab yang tepat, penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat 
tentang pembinaan sumber daya manusia, perwujudan peran aparat pengawasan 
yang efektif dan hubungan kerja yang baik dengan pihak ekstern. 
Dalam lingkup instansi pemerintahan maka lingkungan pengendalian 
terkait dengan integritas, etika, dan kompetensi pegawai, kepemimpinan 
manajemen, serta pengawasan intern yang dilakukan oleh aparat pengawasan 
intern pemerintah. 
Dalam penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual, 
lingkungan pengendalian tentunya akan sangat berpengaruh, sebagaimana yang 
dipaparkan oleh Kepala Sub Bagian Keuangan Politeknik Kesehatan Makassar: 
“Tingkat pemahaman para staf sudah cukup memadai karena kompetensi untuk 
SDMnya kan sudah ada, sistem akuntannya sudah ada dan sudah diluncurkan 
dan juga sudah dilakukan sosialisasi dan pelatihan agar  para staf mampu 
memahami tentang SAP berbasis akrual.” (Wawancara Tanggal 6 Februari 
2017) 
 
Hal tersebut senada dengan pernyataan yang diberikan oleh staf Penata 
Laporan Keuangan di Politeknik Kesehatan Makassar sebagai berikut: 
“Pada awalnya agak kesulitan mengenai piutang dan saat penerapan SOP nya 
diperbaiki, jadi untuk meningkatkan pemahaman para staf, kami selalu 
mengikuti pelatihan.” (Wawancara Tanggal 6 Februari 2017) 
 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat 
pemahaman SDM mengenai SAP berbasis akrual, khususnya para staf bagian 
keuangan di Politeknik Kesehatan Makassar sudah cukup memadai, meskipun 
pada awalnya terdapat kesulitan karena adanya perubahan dalam proses 
penerapan SAP berbasis akrual. Namun, dengan adanya lingkungan pengendalian 
yang baik, khususnya dalam menghadapi perubahan dari aturan yang ditetapkan 
oleh pemerintah, maka penerapan akrual basis dapat terlaksana dengan baik 
2. Risk Assesment 
Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian 
yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah. Unsur ini 
memberikan penekanan bahwa pengendalian intern harus memberikan penilaian 
atas risiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam. 
Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko dengan 
cara mengidentifikasi dan menganalisis resiko. Identifikasi risiko sekurang-
kurangnya dilaksanakan dengan menggunakan metodologi yang sesuai untuk 
tujuan Instansi Pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara 
komprehensif, menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko 
dari faktor eksternal dan faktor internal serta menilai faktor lain yang dapat 
meningkatkan risiko. Sedangkan analisis resiko dilaksanakan untuk menentukan 
dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan Instansi 
Pemerintah dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian. Hal tersebut sesuai 
dengan pernyataan Kasubag Keuangan Politeknik Kesehatan, sebagai berikut 
pernyataannya: 
“Dalam rangka penilaian risiko pimpinan sudah menetapkan tujuan yang harus 
dicapai dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.” 
(Wawancara Tanggal 6 Februari 2017) 
 
Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam rangka 
penilaian risiko pimpinan Politeknik Kesehatan Makassar telah menetapkan 
tujuan Poltekkes dan tujuan pada tingkatan kegiatan dengan berpedoman pada 
peraturan perundang-undangan. Tujuan Instansi Pemerintah tersebut wajib 
dikomunikasikan kepada seluruh pegawai, sehingga untuk mencapainya pimpinan 
Poltekkes perlu menetapkan strategi operasional yang konsisten dan strategi 
manajemen yang terintegrasi dengan rencana penilaian risiko. 
3. Control Activities 
Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi 
risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan 
bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Unsur ini 
menekankan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan 
kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas 
dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan. 
Dalam penerapan PP No. 71 Tahun 2010, pelaksanaan kebijakan-
kebijakan dan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan tentunya harus sesuai 
dengan SAP berbasis akrual. Berikut pernyataan yang diberikan oleh Kepala Sub 
Bagian Keuangan sebagai berikut: 
“Sejauh ini untuk pelaksanaan kebijakan dan prosedurnya berjalan dengan baik. 
Karena penerapan akrual basis itu kan merupakan peraturan dari pemerintah 
yang memang harus dilaksanakan.” (Wawancara Tanggal 6 Februari 2017) 
 
Hal tersebut senada dengan pernyataan yang diberikan oleh staf penata 
laporan keuangan Poltekkes sebagai berikut: 
“Pelaksanaan kebijakannya harus tetap diikuti sesuai dengan peraturan 
pemerintah.” (Wawancara Tanggal 6 Februari 2017) 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa 
kebijakan dan prosedur dalam kegiatan pengendalian di Politeknik Kesehatan 
Makassar sehubungan dengan PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis 
akrual telah dilaksanakan sesuai dengan yang ditetapkan, karena control activities 
merupakan kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa 
manajemen yang diarahkan telah dilakukan. 
4. Information and Communication 
 Informasi adalah data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk 
pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi 
Pemerintah. Sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau 
informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara 
langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik. 
Sehubungan dengan diterbitkannya PP No. 71 Tahun 2010, tentunya 
terjadi perubahan dalam sistem informasi dan komunikasi yang diterapkan, 
sebagaimana yang dipaparkan oleh Kasubag Keuangan Poltekkes berikut: 
“Perubahan tentu ada.” Selanjutnya dipaparkan kembali, “Setelah adanya 
peraturan pemerintah tersebut kami menggunakan aplikasi dari kementerian 
keuangan, yaitu SAIBA (Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual).” 
(Wawancara Tanggal 6 Februari 2017) 
Hal serupa dipaparkan oleh staf penata laporan keuangan Poltekkes 
Makassar sebagai berikut: 
“Iya perubahannya diantaranya penggunaan sistem akuntansinya karena sekarang 
pelaporannya harus menggunakan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual.” 
(Wawancara Tanggal 6 Februari 2017) 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa berkaitan 
dengan pengkomunikasian informasi, wajib diselenggarakan secara efektif, salah 
satunya dengan memperbarui sistem informasi yang digunakan sesuai dengan 
aturan yang telah ditetapkan. Untuk itu Politeknik Kesehatan Makassar telah 
menggunakan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual dalam pelaporan 
keuangannya sebagai wujud penerapan peraturan pemerintah tentang standar 
akuntansi berbasis akrual. 
5. Monitoring 
 Pemantauan pengendalian intern pada dasarnya adalah untuk memastikan 
apakah sistem pengendalian intern pada suatu instansi pemerintah telah berjalan 
sebagaimana yang diharapkan dan apakah perbaikan-perbaikan yang perlu 
dilakukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan. Unsur ini mencakup 
penilaian desain dan operasi pengendalian serta pelaksanaan tindakan perbaikan 
yang diperlukan. Pimpinan instansi harus menaruh perhatian serius terhadap 
kegiatan pemantauan atas pengendalian intern dan perkembangan misi organisasi. 
Pengendalian yang tidak dipantau dengan baik cenderung memberikan pengaruh 
yang buruk dalam jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, agar kegiatan 
pemantauan menjadi lebih efektif, seluruh pegawai perlu mengerti misi 
organisasi, tujuan, tingkat toleransi risiko dan tanggung jawab rnasing-masing. 
Dalam menerapkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual, 
setiap pimpinan Instansi Pemerintah bertanggung jawab untuk mengembangkan 
kebijakan, prosedur dan praktik detail untuk menyesuaikan dengan kegiatan 
Instansi Pemerintah dan untuk memastikan bahwa unsur tersebut telah menyatu 
dan menjadi bagian integral dari kegiatan Instansi Pemerintah. Hal serupa telah 
diterapkan di Politeknik Kesehatan Makassar, sebagaimana yang dipaparkan oleh 
Kasubag Keuangan Poltekkes sebagai berikut: 
“Dalam proses penyajian laporan keuangan tentu dilakukan pemantauan.” 
Selanjutnya dipaparkan kembali, “Dan untuk memastikan pengendalian 
internalnya sudah berjalan dan telah dilakukan penyesuaian kami mengadakan 
rekonsiliasi setiap bulan dengan KPPN (Kantor Pelayanan Pembendaharaan 
Negara).” (Wawancara Tanggal 6 Februari 2017) 
 
Hal tersebut senada dengan yang dipaparkan oleh staf penata laporan 
keuangan sebagai berikut: 
“Iya, ada pemantauan. Salah satunya itu dengan diadakannya rekonsiliasi setiap 
bulan dengan KPPN terhadap laporan pertanggung jawaban bendahara, LRA 
dan Laporan Rekonsiliasi Kas BLU (Badan Layanan Umum).” (Wawancara 
Tanggal 6 Februari 2017) 
 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa untuk 
memperkuat dan menunjang efektivitas penerapan SAP berbasis akrual, 
Politeknik Kesehatan Makassar melakukan lakukan pengawasan internal 
(monitoring) sebagai salah satu bagian dari kegiatan pengendalian intern yang 
berfungsi melakukan penilaian independen atas pelaksanaan tugas dan fungsi 















Dalam basis akrual, komponen laporan keuangan bertambah yaitu 
munculnya Laporan Operasional (LO) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). 
Selain itu, adanya perubahan pengakuan-pengakuan berbasis akrual terhadap pos-
pos di masing-masing laporan keuangan. Pos-pos pada laporan keuangan 
Politeknik Kesehatan Makassar pun diakui berdasarkan SAP berbasis akrual yang 
berlaku pada PP No. 71 Tahun 2010. 
Berikut ini penjelasan hasil analisis pengakuan pos-pos di laporan 
keuangan Poltekkes Makassar: 
1. Dalam PSAP berbasis akrual metode pencatatan yang digunakan dalam 
proses pencatatan persediaan yaitu secara perpetual dan periodik. 
Poltekkes Makassar dalam pencatatan persediaannya menggunakan 
metode perpetual. 
2. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh 
dan nilainya dapat diukur dengan handal. Dalam pelaporan aset tetap 
terkait dengan pengakuan, pengukuran, penyusutan, penetapan usia 
manfaat, serta sistem penghentian atau pelepasan aset tetap, Poltekkes 
Makassar telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan 
(PSAP) Nomor 07 (PSAP 07), dari Lampiran I PP 71 Tahun 2010.  
3. Dalam penyajian dan pengungkapan kewajiban dalam laporan keuangan di 
Poltekkes Makassar menggunakan sistem akrual basis dimana kewajiban 
diakui pada saat dana pinjaman atau anggaran diterima. 
Berdasarkan hasil penelitian ini juga menghasilkan kesimpulan bahwa 
tantangan pemerintah dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual ditinjau dari 
sistem pengendalian intern (COSO) yang terdiri atas lingkungan pengendalian; 
penilaian risiko; kegiatan pengendalian; informasi dan komunikasi; dan 
pemantauan telah berjalan sebagaimana mestinya. Kelima unsur tersebut 
merupakan syarat-syarat suatu manajemen organisasi yang berlaku. Dalam sistem 
pengendalian intern pemerintah pun persyaratan tersebut diperlukan, sehingga 
tercipta manajemen publik yang mampu memberikan pelayanan kepada 
publik/masyarakatnya dengan efektif, efisien dan ekonomis, serta taat pada 
peraturan, perundangan dan ketentuan-ketentuan lainnya.  
B. Implikasi Penelitian  
Penelitian ini memiliki keterbatasan berupa kurang detailnya data 
wawancara. Cakupan fokus penelitian juga masih kecil yaitu tentang pengakuan 
secara akrual pos-pos di laporan keuangan Poltekkes tahun anggaran 2016. Untuk 
penelitian selanjutnya, diusulkan untuk memperluas ruang lingkup penelitian dan 
cakupan fokus penelitian dengan tahun anggaran laporan keuangan yang lebih 
banyak. 
C. Saran  
Mengingat bahwa PP No. 71 Tahun 2010 mengenai implementasi basis 
akrual sudah wajib diterapkan sejak tahun 2015, maka dari hasil analisis dan 
kesimpulan, beberapa saran yang dapat diajukan adalah: 
1. Berfokus pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang dimiliki 
dengan cara gencar memberikan sosialisai disertai pelatihan secara berkala 
kepada SDM dan menambah jumlah SDM terutama yang memiliki latar 
belakang pendidikan akuntansi khususnya akuntansi pemerintahan agar 
implementasi SAP berbasis akrual secara penuh dapat berjalan optimal. 
2. Sistem serta sarana dan prasarana dalam menunjang penerapan SAP 
berbasis akrual di Poltekkes Makassar lebih ditingkatkan dan 
dikembangkan lagi agar kesalahan terkait sistem dan aplikasi yang 
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Akuntansi Berbasis Akrual : 
1. Apakah dalam penyusunan laporan keuangan di Politeknik Kesehatan Makassar 
sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual ? 
Informan : 
Kami menggunakan akrual basis sudah sejak tahun 2015, karena kami ini kan 
BLU jadi sudah seharusnya menggunakan akrual basis. 
Tantangan Penerapan Akrual Basis 
2. Bagaimana tingkat pemahaman SDM mengenai SAP berbasis akrual ? Apakah 
ada pelatihan khusus untuk meningkatkan pemahaman tentang akrual basis? 
Informan : 
Tingkat pemahaman para staf sudah cukup memadai karena kompetensi untuk 
SDMnya kan sudah ada, sistem akuntannya sudah ada dan sudah diluncurkan 
dan juga sudah dilakukan sosialisasi dan pelatihan agar  para staf mampu 
memahami tentang SAP berbasis akrual. 
3. Mekanisme apa saja yang dilakukan Poltekkes untuk mengidentifikasi, 
menganalisis dan mengelola risiko-risiko yang muncul sehubungan dengan 
penerapan SAP berbasis akrual ? 
Informan : 
Dalam rangka penilaian risiko pimpinan sudah menetapkan tujuan yang harus 
dicapai dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. 
4. Bagaimana pelaksanaan kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang telah 
ditetapkan ? Apakah telah sesuai dengan SAP berbasis akrual ? 
Informan : 
Sejauh ini untuk pelaksanaan kebijakan dan prosedurnya berjalan dengan baik. 
Karena penerapan akrual basis itu kan merupakan peraturan dari pemerintah 
yang memang harus dilaksanakan. 
5. Bagaimana tingkat efektivitas komunikasi antara pimpinan dan karyawan 
sehubungan dengan penerapan SAP berbasis akrual ? Apakah ada perubahan 
system akuntansi atau sistem informasi yang digunakan setelah diterapkannya 
SAP berbasis akrual ? Apakah ada aplikasi tertentu yang digunakan dalam 
penyusunan laporan keuangan berbasis akrual ? 
Informan : 
Perubahan tentu ada.” Selanjutnya dipaparkan kembali, “Setelah adanya 
peraturan pemerintah tersebut kami menggunakan aplikasi dari kementerian 
keuangan, yaitu SAIBA (Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual). 
6. Apakah dalam proses penyajian laporan keuangan di Poltekkes dilakukan 
pemantauan ? Hal apa saja yang dilakukan untuk memastikan pengendalian 
internal telah berjalan dan telah dilakukan penyesuaian ? 
Informan : 
Dalam proses penyajian laporan keuangan tentu dilakukan pemantauan.” 
Selanjutnya dipaparkan kembali, “Dan untuk memastikan pengendalian 
internalnya sudah berjalan dan telah dilakukan penyesuaian kami mengadakan 
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Akuntansi Berbasis Akrual : 
1. Apakah dalam penyusunan laporan keuangan di Politeknik Kesehatan Makassar 
sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual ? 
• PSAP 01 
- Laporan apa saja yang disajikan dalam penyusunan laporan keuangan di 
Poltekkes ? 
Informan :  
Iya, kami disini memang sudah lebih dulu menggunakan akrual basis. Kalau 
untuk laporan keuangan yang disajikan, diantaranya yaitu Laporan Realisasi 
Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan 
Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. 
• PSAP 05 Persediaan 
- Metode apakah yang digunakan dalam proses pencatatan persediaan ? 
Bagaimana cara mengakui persediaan ? Bagaimana cara mengakui 
persediaan ? 
Informan : 
Kalau pencatatannya, persediaan dicatat secara perpetual, jadi pencatatannya 
dilakukan setiap ada transaksi yang berpengaruh dengan persediaan, misalnya 
persediaan diterima atau dipakai. Pengakuan persediaan diakui saat dilakukan 
pembelian atau saat persediaan itu diterima. Untuk pengukurannya kami 
menggunakan metode FIFO, jadi persediaan yang pertama kali masuk itulah 
yang pertama kali dicatat sebagai barang yang dipakai. 
• PSAP 07 Aset Tetap 
- Bagaimana pengakuan terhadap aset tetap ? Bagaimana pengukuran aset 
tetap? Bagaimana metode penyusutan yang digunakan untuk aset tetap ? 
Bagaimana metode penyusutan yang digunakan untuk aset tetap ? 
Bagaimana sistem penghentian atau pelepasan aset tetap ? Bagaimana 
efeknya dalam laporan keuangan yang disusun ? 
Informan :  
Untuk pengakuan aset tetapnya diakui pada saat aset diterima atau saat aset 
tersebut diperoleh. Kalau untuk pengukurannya berdasarkan biaya perolehan. 
Metode penyusutan yang digunakan yaitu metode garis lurus. Sedangkan untuk 
penetapan usia manfaatnya sesuai dengan masa manfaat, itu juga diatur dalam 
Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 59/KMK.6/2013 tentang tabel 
masa manfaat. Dan sistem penghentian atau pelepasan aset tetap, setelah aset 
tetap sudah tidak terpakai akan dieliminasi dari laporan neraca dan 
diungkapkan di CALK. 
• PSAP 09 Akuntansi Kewajiban 
- Bagaimana penyajian dan pengungkapan kewajiban dalam laporan 
keuangan Poltekkes ? Apakah sudah sesuai dengan SAP berbasis akrual ? 
Bagaimana pengakuan kewajibannya ? Bagaimana pengukuran 
kewajibannya ?  
Informan : 
Dalam pengakuan kewajiban kami tentunya menggunakan akrual basis. 
Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman atau anggaran diterima. Untuk 
pengukurannya sendiri, kewajiban dicatat berdasarkan nilai nominal. 
Bentuk penyajian akun kewajiban dalam penyusunan laporan keuangan 
kami buat dalam bentuk daftar skedul utang, dan disitu akan dijelaskan 
secara rinci mengenai transaksi khusus untuk kewajiban. 
Tantangan Penerapan Akrual Basis 
2. • Control Environment  
Bagaimana tingkat pemahaman SDM mengenai SAP berbasis akrual ? Apakah 
ada pelatihan khusus untuk meningkatkan pemahaman tentang akrual basis? 
Informan : 
Pada awalnya agak kesulitan mengenai piutang dan saat penerapan SOP nya 
diperbaiki, jadi untuk meningkatkan pemahaman para staf, kami selalu 
mengikuti pelatihan. 
 • Risk Assessment 
Mekanisme apa saja yang dilakukan Poltekkes untuk mengidentifikasi, 
menganalisis dan mengelola risiko-risiko yang muncul sehubungan dengan 
penerapan SAP berbasis akrual ? 
Informan : 
• Control Activities 
Bagaimana pelaksanaan kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang telah 
ditetapkan ? Apakah telah sesuai dengan SAP berbasis akrual ? 
Informan : 
Pelaksanaan kebijakannya harus tetap diikuti sesuai dengan peraturan 
pemerintah. 
• Information and Communication 
Bagaimana tingkat efektivitas komunikasi antara pimpinan dan karyawan 
sehubungan dengan penerapan SAP berbasis akrual ? Apakah ada perubahan 
system akuntansi atau sistem informasi yang digunakan setelah diterapkannya 
SAP berbasis akrual ? Apakah ada aplikasi tertentu yang digunakan dalam 
penyusunan laporan keuangan berbasis akrual ? 
Informan : 
Iya perubahannya diantaranya penggunaan sistem akuntansinya karena 
sekarang pelaporannya harus menggunakan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis 
Akrual. 
• Monitoring 
Apakah dalam proses penyajian laporan keuangan di Poltekkes dilakukan 
pemantauan ? Hal apa saja yang dilakukan untuk memastikan pengendalian 
internal telah berjalan dan telah dilakukan penyesuaian ? 
Informan : 
Iya, ada pemantauan. Salah satunya itu dengan diadakannya rekonsiliasi setiap 
bulan dengan KPPN terhadap laporan pertanggung jawaban bendahara, LRA 
dan Laporan Rekonsiliasi Kas BLU (Badan Layanan Umum). 
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